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INTISARI 
Evi Mulyasari Akmul, E12110252. Analisis Keterlibatan Perempuan 
dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo. (Dibimbing oleh Dr.H.A.Gau 
Kadir,MA dan Dr.Nurlinah,M.Si) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat kaum perempuan 
dalam jabatan politik sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan 
dan apa yang mempengaruhi rendahnya jumlah kaum perempuan dalam 
jabatan politik di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten 
Wajo, dengan informan penelitian ini adalah anggota DPRD perempuan, 
kepala desa perempuan, caleg perempuan, anggota KPU, kepala bagian 
pemberdayaan perempuan serta ibu rumah tangga.  Pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Metode 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Beberapa temuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Pertama, keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo 
masih rendah. Peluang dan kesempatan telah diberikan kepada perempuan 
namun perempuan belum memaksimalkan peluang tersebut. Kedua, Dari 
jumlah perempuan yang terlibat dalam jabatan politik, beberapa kepala desa 
menjabat karena meneruskan periode setelah suaminya bukan karena 
pendidikan dan pengalaman organisasinya. Ketiga, Banyak permasalahan-
permasalahan di Kabupaten Wajo yang membutuhkan peningkatan 
partisipasi perempuan dalam jabatan politik. Keempat, minat perempuan 
untuk terlibat dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh 
beberapa faktor pendukung dan penghambat yaitu : (1)Tingkat pendidikan 
dan pengalaman organisasi (2) Faktor budaya (3) Faktor kebijakan (4) minat 
perempuan di luar bidang perpolitikan. 
Kata kunci : Perempuan dan Jabatan Politik 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
Evi Mulyasari Akmul, E12110252. Position Analysis of Women's 
Involvement in Politics in Wajo .(Supervised by Dr.H.A.Gau Kadir ,MA and 
Dr.NurlinahM.Si ) 
This study aims to determine the interest of women in political office as 
policy makers and decision makers , and what affects the low number of 
women in political office in Wajo . This research was conducted in Wajo , with 
research informants are women members of parliament , heads of village 
women , women candidates , members of the Commission , the head of the 
empowerment of women as well as housewives . Data collected through field 
observations and in-depth interviews . This research method is descriptive 
qualitative. . 
          Some of the main findings in this study are as follows : First , the 
involvement of women in political office in Wajo still low . Opportunities and 
the opportunity has been given to women , but women can not maximize 
these opportunities . Secondly , Of the number of women involved in political 
office , some village heads continue serving as the period after her husband 
not because of the education and experience of the organization. Third , 
Many problems in Wajo that require increased participation of women in 
political office . Fourth , the interest of women to engage in political office in 
Wajo influenced by several factors supporting and inhibiting namely : (1) The 
level of education and experience of the organization (2) Cultural factors (3) 
policy Factor (4) the interest of women outside the realm of politics. 
Keywords : Women and Political Position 
 
 
  
  
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
       Sejarah panjang perjalanan Indonesia dari zaman penjajahan, 
pergerakan dan perjuangan menuju Indonesia merdeka sampai saat ini tentu 
menjadi jalan panjang pula atas pengabdian dan perjuangan serta peran 
putra putri bangsa. Seperti yang tertuang dalam kesepakatan yang kita kenal 
dengan wujud Sumpah Pemuda, maka dapat kita cermati bahwa kesempatan 
untuk berjuang dan berpartisipasi untuk kemajuan bangsa memberi peluang 
yang sama antara kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini diperkuat oleh 
UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 
Perempuan yang jumlahnya lebih dari separuh anggota masyarakat 
dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial. Aktualisasi perempuan 
sebagai sumber daya pembangunan dan pengembangan diri ini hanya bisa 
terjadi dalam situasi/kondisi yang kondusif yang memang memungkinkan hal 
ini terjadi. 
Selain dimensi budaya, hal ini juga dapat ditinjau dari dimensi politik. 
Kesempatan untuk perempuan juga sangatlah besar dalam bidang politik 
pemerintahan. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1, 
  
 
perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban dalam berbangsa dan 
bernegara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. 
Berbagai perangkat hukum telah dikeluarkan dan ditetapkan untuk 
melaksanakan proses menuju kesetaraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan 
tetapi realita yang terjadi bahwa semua itu belumlah cukup untuk berfungsi 
sebagai piranti kekuatan yang menghantarkan kaum perempuan menjadi 
mitra sejajar dengan kaum laki-laki. Sudah cukup banyak landasan hukum 
yang dibuat baik formal maupun tidak formal, berupa undang-undang, aturan 
dan konvensi di tingkat nasional maupun internasional yang membahas 
tentang peranan/penyertaan hak antara laki-laki dan perempuan pada semua 
bidang, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
CEDAW (Convention on the Elimination of Form Deskrimination Against 
Woman) UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan 
deskriminasi terhadap perempuan, INPRES Nomor 9 Tahun 2000 Tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, serta UU.no.10 
Tahun 2008 pasal 53, pasal 54 dan pasal 55 tentang kuota perempuan di 
kursi legislatif. 
Dalam kenyataannya, meskipun iklim yang berkembang mulai 
memberikan peluang, sepertinya masih banyak aspek berkaitan dengan 
faktor-faktor kultural dan sosial yang masih menghambat pengembangan 
perempuan. 
  
 
Berbicara dalam bidang politik pemerintahan, seperti yang kita ketahui 
hak setiap warga negara dalam politik pemerintahan adalah hak memilih dan 
hak dipilih. Hak memilih bisa digaris bawahi adalah keaktifan dalam 
pelaksanaan pemilu sedangkan hak dipilih yakni ikut dalam menduduki kursi 
legislatif dan eksekutif yang secara langsung ikut serta dalam merancang, 
menyusun dan menjalankan kebijakan yang berdampak kepada seluruh 
warga negara. 
Dalam negara demokrasi, keterlibatan/partisipasi perempuan dan laki-
laki pada posisi penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan akan 
berdampak pada keseimbangan masyarakat di semua tingkatan secara 
akurat dan akan terjadi pencapaian tujuan untuk menciptakan keadilan. 
Berdasarkan pengamatan secara faktual, terlihat bahwa perempuan 
masih lebih banyak menjadi objek ketimbang menjadi subjek dalam segala 
hal. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang salah satunya berasal dari 
budaya patriarki yang telah berhasil mengerdilkan jiwa dan mengikis 
kepercayaan diri kaum perempuan. 
Perempuan dulu enggan untuk bersekolah tinggi, akibatnya kualitas 
pendidikan menjadi rendah dan ini berdampak pada munculnya berbagai 
permasalahan yang sulit terpecahkan karena kurang berdayanya perempuan 
itu sendiri. Rendahnya pendidikan juga menyebabkan kurangnya daya saing 
dalam meraih peluang untuk menduduki posisi-posisi strategis pada 
lembaga-lembaga pemerintah, swasta maupun publik. 
  
 
Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan  
yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan terlebih lagi itu 
akan berdampak bagi kehidupannya. Partisipasi dan keterwakilan mereka 
dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah 
satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan. Peran 
tersebut juga harus terlihat pada setiap perumusan kebijakan di DPRD serta 
pengambilan keputusan, namun peranan perempuan pada jabatan-jabatan 
tersebut di Kabupaten Wajo nampaknya masih kurang.  
Dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan perempuan yang 
menjadi kepala desa hanya ada 16 dari 118 desa di Kabupaten Wajo , ada 4 
kecamatan yang tidak memiliki kepala desa perempuan. Sedangkan jumlah 
anggota DPRD hanya ada 5 orang perempuan dari 35 anggota. Selain itu 
selama ini yang menjadi pertanyaan adalah di Kabupaten Wajo tidak pernah 
ada sosok perempuan yang tampil mencalonkan diri sebagai Bupati atau 
wakil Bupati. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang sudah mulai 
menampilkan sosok-sosok putri daerahnya untuk menjadi Bupati/Walikota, 
Wakil Bupati/Wakil Walikota. 
Dari fakta yang peneliti lihat melalui data dan pengamatan-
pengamatan sementara, yang ingin peneliti kaji saat ini, bagaimana respon 
ketertarikan perempuan di kabupaten Wajo untuk terlibat dalam jabatan-
jabatan politik. Bahkan ketika pemerintah dan negara telah memberi 
kesempatan untuk mendorong perempuan terlibat dalam jabatan politik. 
  
 
Untuk melihat seberapa besar keterlibatan perempuan dalam jabatan 
politik di Kabupaten Wajo pada proses pengambilan keputusan dan 
perumusan kebijakan, maka peneliti tertarik untuk membahasnya dalam 
sebuah Skripsi yang berjudul : “Analisis Keterlibatan Perempuan dalam 
Jabatan Politik di Kabupaten Wajo”. 
1.2. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 
pada dasarnya peneliti berusaha mengungkapkan  tentang keterlibatan 
perempuan dalam jabatan politik, dengan rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Sejauh manakah keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di 
kab.Wajo saat ini? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keterlibatan perempuan 
dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui gambaran keterlibatan perempuan dalam 
pemerintahan khususnya pada jabatan-jabatan politik di Kabupaten 
Wajo saat ini. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan 
perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo. 
  
 
1.4 . Manfaat Penelitian 
  Bertitik tolak pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas 
maka hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif dalam 
mengupayakan peningkatan kesetaraan gender dalam pemerintahan. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
1. Dari aspek akademis merupakan salah satu acuan bagi peneliti lain 
yang mempunyai kepedulian terhadap kesetaraan gender khususnya 
dalam ketertarikan perempuan dalam menempati jabatan-jabatan 
politis dalam pemerintahan di sebuah daerah. 
2. Dari aspek pengambilan kebijakan, sebagai bahan acuan dalam 
penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk 
meningkatkan penerapan kesetaraan gender dalam pemerintahan. 
3. Sebagai gambaran dan informasi bagi publik mengenai keterlibatan 
perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo. 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Perempuan 
Masyarakat manusia sudah mengenal adanya perbedaan antara laki-
laki dan perempuan sejak manusia itu ada di muka bumi. Pembedaan antara 
laki-laki dan perempuan ini didasari oleh apa yang melekat pada individu itu 
sendiri, pembedaan serupa ini atas dasar unsur biologis. Tetapi selain 
pembedaan yang didasari oleh unsur-unsur biologis, ada pula pembedaan 
yang didasari oleh akal budi manusia, pembedaan yang didasari oleh hasil 
berfikir manusia, pembedaan yang didasari oleh unsur-unsur sosial yang 
diciptakan oleh manusia. 
Perempuan memang bukan kelompok yang rentan, seperti anak, 
lansia, dan penyandang cacat, melainkan kelompok yang terdiri atas 
setengah jumlah penduduk yang diharapkan memaksimalkan potensi-potensi 
yang dimilikinya sebagai warga negara seperti halnya laki-laki. 
Di dalam kehidupan manusia baik di keluarga maupun di masyarakat, 
pembedaan secara biologis maupun pembedaan yang didasari oleh unsur-
unsur sosial terkadang menjadi problematika terhadap eksistensi perempuan 
di segala bidang, tentunya ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu 
terjadi.  
  
 
Perempuan tidak untuk diistimewakan daripada laki-laki, melainkan 
perempuan harus memberdayakan dirinya. Berdaya dalam arti bisa 
mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan. Tentunya, ini berkaitan 
dengan pengembangan diri setiap perempuan dalam mengatasi berbagai 
persoalan. Baik sebagai individu, ibu, maupun sebagai salah satu unit dari 
masyarakat dan negara. 
2.2. Gerakan Perempuan dalam Perspektif Sejarah 
Gerakan perempuan sering dikaitkan dengan upaya menghapuskan 
subordinasi gender. Saskia Wieringa (1999: 75) mendifinisikan gerakan 
perempuan sebagai spektrum yang menyeluruh dari perbuatan dan kegiatan 
secara individual atau kolektif melalui kelompok dan organisasi, baik sadar 
atau tidak sadar yang menaruh perhatian pada upaya megeliminir berbagai 
aspek subordinasi gender yang biasanya berjalinan dengan penindasan 
lainnya (kelas, ras, etnis, umur dan seks). Definisi tersebut menyiratkan 
bahwa gerakan perempuan identik dengan gerakan feminis.  
Sebagian pengkaji gerakan perempuan melihat bahwa kelahiran 
gerakan perempuan feminis memiliki keterkaitan dengan perkembangan 
ekonomi dan pembangunan. Penelitian menunjukkan bahwa di Amerika 
Serikat gerakan perempuan feminis lahir seiring dengan perkembangan 
ekonomi dan demografi paska Perang Dunia II.  
  
 
Agenda dunia yang pertama setelah Perang Dunia ke Dua adalah 
mendirikan Organisasi Global yang mampu menegaskan komitmen manusia 
untuk membentuk kemanusiaan baru pada kehidupan manusia. Universal 
Declaration in Human Rights telah dideklarasikan oleh PBB pada 1946 dan 
dikodifikasikan pada 1966 dalam International Covenant on Civil and Political 
Rights  dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 
Deklarasi tersebut sangat “netral” karena memberikan persamaan hak antara 
laki-laki dan perempuan. Dalam deklarasi tersebut, tidak disebutkan atau 
dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. 
Langkah kedua adalah mengembangkan instrumen dan indikator 
untuk mengukur kesejajaran pembangunan untuk laki-laki dan perempuan. 
Pada 1947, USAID membentuk Women In Development. Dalam 
mengembangkan kesejajaran perempuan dan laki-laki, ada dua paradigma. 
Paradigma pertama disebut dengan “Women in Development” (WID). Konsep 
ini mengikutsertakan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Prinsip-
prinsip dasarnya berangkat dari gagasan bahwa perempuan berada di 
belakang karena mereka tidak ikut serta dalam pembangunan. 
Konsep tersebut berjalan beriringan dengan konsep paradigma 
pembangunan waktu itu yang mengatakan bahwa kesejajaran muncul untuk 
menyeimbangkan pertumbuhan. Paradigma tersebut menghadapi berbagai 
kritik yang dipelopori oleh kaum feminis Selatan dan jaringan internasional 
Development Alternatives for Women in a New Day (DAWN), dengan catatan 
  
 
bahwa WID merupakan pengesampingan perempuan dalam pembangunan. 
Kritik itu muncul dari pendekatan kaum struktural yang mengatakan bahwa 
ketidaksejajaran tidak akan pernah muncul mampu menandingi paradigma 
itu. Kritik pertama muncul dari pendapat yang mengatakan bahwa persoalan 
tersebut membutuhkan penyesuaian struktural atau reformasi daripada 
peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kesejajaran tak 
mampu mengatasi karena perbedaan posisi laki-laki dan perempuan terjadi 
secara struktural. Kritik kedua, berhubungan dengan yang pertama, 
mengatakan bahwa persoalan utamanya bukan pada perbedaan jenis 
kelamin namun pada perbedaan sosio-kultural. Konsep penyetaraan laki-laki 
dan perempuan adalah mentransformasi teori “nature” ke “nuture”. Maka 
muncullah istilah gender. 
Gender and Development (GAD) merupakan paradigma kedua dalam 
meletakkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Paradigma ini 
banyak tempat menggantikan paradigma pertama. WID dengan latar 
belakang teori Moderniasasi digantikan oleh GAD dengan pendekatan 
pembangunan paska teori modernis.  
Namun, sebagaimana halnya paradigma dalam ilmu sosial, GAD 
tidaklah menggantikan WID melainkan hanya meminggirkan. Artinya, GAD 
menjadi arus tengah (mainstream). Bahkan, masih banyak negara yang 
menggunakan secara bersamaan paradigma WID dan GAD. 
 
  
 
Tabel 2.1. 
WID dan GAD 
 WID GAD 
ASAL USUL 
Tahun 1970-an, diperkenalkan oleh 
kaum feminis liberal Amerika 
Tahun 1980-an alternatif dari 
WID 
LANDASAN TEORI Modernisasi Feminis-Sosialis 
FOKUS 
Partisipasi perempuan dalam 
pembangunan 
Pendekatan holistik berkenaan 
dengan peran gender  
KONSTRIBUSI 
Perempuan nampak dalam proses 
pembangunan 
Kesetaraan dan kebersamaan 
laki-laki dan perempuan dalam 
pembangunan 
GAMBARAN UMUM 
Perempuan dianggap dipisahkan dari 
pembangunan, karena itu harus 
diintegrasikan 
Penolakan dikotomi 
publik/domestik, penguatan hak-
hak perempuan untuk mencapai 
kesetaraan relasi dengan laki-
laki 
Sumber  : Visvanathan, 1997 
2.3. Partisipasi Politik 
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem 
demokrasi, bahkan yang mendasari demokrasi adalah nilai-nilai  partisipasi. 
Partisipasi adalah keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses 
pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, 1992,141). 
  
 
Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat 
melalui mana mereka mengambil bagian secara langsung atau tidak 
langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. 
Partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak 
sebagai pribadi-pribadi dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan 
keputusan pemerintah, dan partisipasi dapat bersifat individual dan 
kelompok. 
Dari pengertian ini maka, partisipasi dalam bentuk apapun yang 
dilakukan oleh para aktivis perempuan pada hakekatnya adalah usaha 
menggali dan memberdayakan potensi potensi yang dimiliki oleh perempuan. 
Ada dua orientasi dalam partisipasi politik berhubungan dengan 
proses politik yaitu : partisipasi politik yang berhubungan pada output proses 
politik (disebut partisipasi pasif) dan pada input proses politik (disebut 
partisipasi aktif), dimana aktivitas individu dan kelompok yang berkenaan 
dengan proses pembuatan kebijakan. 
Dalam partisipasi politik, berlaku proses-proses politik yang harus 
difahami dan diikuti baik laki-laki maupun perempuan. Partisipasi tidak hanya 
sekedar ikut-ikutan tanpa tujuan dan arah yang jelas bagi setiap anggota, 
akan tetapi dalam proses partisipasi keterlibatan secara aktif mental, emosi 
dan prilaku untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan menjadi bagian yang 
penting. 
 
  
 
2.4. Pemerintahan 
  Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari 
kata perintah. kata-kata itu berarti: 
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatau 
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, 
atau, Negara. 
c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah 
Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan 
memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan 
negara. Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah 
yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka 
mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan 
sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen 
pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam 
mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu 
Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan 
Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau 
kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan Legislatif yang berati 
kekuasaan membentuk undang-undang, dan Kekuasaan Yudikatif yang 
berati kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. 
  
 
Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga 
eksekutif, legislative dan yudikatif. Jadi, sistem pemerintahan negara 
menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga 
negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan 
pemerintahan negara yang bersangkutan.  
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita 
atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan 
Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya 
tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. 
2.5. Jabatan Politik 
Istilah jabatan politik populer setelah zaman reformasi digulirkan. Yakni 
pasca lengsernya Soeharto sebagai penguasa orde baru pada waktu itu. 
Sebelum  zaman reformasi, istilah jabatan politik belum begitu akrab di 
telinga publik. Pada zaman itu istilah untuk menyebut jabatan politik lebih 
dikenal dengan istilah jabatan negara, dan pejabatnya disebut dengan 
pejabat negara. Sampai hari ini istilah untuk pejabat negara sepertinya 
diwarisi oleh pemerintahan sekarang, ini dibuktikan dengan masih seringnya 
kita dengar istilah tersebut.  
  
 
Secara sederhana jabatan politik bisa dimaknai sebagai jabatan yang 
ditentukan oleh sebuah proses politik. Dalam hal ini bisa dicontohkan untuk di 
tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kita mengenal proses pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, yakni pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur di tingkat provinsi serta pemilihan bupati/wali kota beserta wakil di 
tingkat kabupaten dan kota. 
Jabatan seperti kepala daerah baik itu gubernur, bupati/wali kota 
beserta wakil di atas merupakan jabatan politik. Karena merupakan jabatan 
politik, maka ada kewenangan yang melekat dari jabatan tersebut. Jabatan 
seperti gubernur, bupati/wali kota di daerah dalam hal menentukan posisi 
jabatan di lingkungan pemerintah daerah baik itu untuk posisi Sekretaris 
Daerah (Sekda), posisi untuk menduduki jabatan di Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) menjadi kewenangan dari masing-masing kepala daerah baik 
itu gubernur, bupati maupun wali kota dengan meminta pertimbangan dari 
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).  
Hubungan pejabat politik dan birokrasi di Indonesia berlangsung dalam 
model Eksekutive Acendency pola ini merupakan pola hubungan yang 
menempatkan pejabat politik sebagai pejabat yang mengendalikan birokrasi 
sesuai dengan kebijakan politik dari partai politik yang mendukung sang 
pejabat politik tadi. Kekuatan politik yang mempengaruhi birokrasi disamping 
berasal dari parlemen, dan struktur birokrasi partai yang dianut oleh pejabat 
politik tersebut dari pusat sampai ke daerah, sebagaimana terjadi pada masa 
  
 
Orde Baru. Tetapi untuk kondisi pasca orde baru dengan kebijakan 
desentralisasi di Indonesia, maka pola hubungan antara pejabat politik dan 
pejabat birokrasi khususnya di daerah-daerah sudah tidak memadai lagi 
disebut sebagai model eksekutive acendency yang murni. Kondisi tersebut 
disebabkan oleh kenyataan bahwa hingga saat ini Indonesia masih 
menggunakan model birokrasi Weberian yang meletakkan pejabat politik 
sebagai pimpinan tertinggi dalam hirarki jabatan birokrasi. Oleh karena itulah 
maka kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam proses pembinaan 
birokrasi. 
2.6. Peranan Perempuan dalam Pembangunan 
Pembangunan nasional merupakan totalitas pembangunan daerah 
yang pada dasarnya ditujukan untuk melakukan perubahan, perbaikan dan 
peningkatan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan secara sadar, 
terencana, terarah dan mencakup seluruh wilayah dan menyentuh seluruh 
aspek kehidupan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. 
Kesadaran tentang pentingnya peranan perempuan dalam 
pembangunan bukanlah didasarkan oleh pertimbangan kemanusiaan 
semata, tetapi didukung oleh pertimbangan rasional dengan melibatkan 
potensi yang dimiliki oleh perempuan dan peluang yang bisa dimanfaatkan 
dalam proses pembangunan utamanya dalam keterlibatan mereka pada 
penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. 
  
 
Peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan merupakan 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional secara 
umum termasuk pembangunan ekonomi. Upaya pemerintah Indonesia 
meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dalam pembangunan 
dimulai sejak 22 tahun yang lalu. Saat ditunjuknya seorang menteri muda 
urusan peranan wanita yang bertanggungjawab dalam mekanisme nasional 
peningkatan peranan wanita. Kebijakan ini merupakan tanggapan pemerintah 
Indonesia atas dicanangkannya tahun perempuan internasional oleh PBB 
pada tahun 1975 yang bertema “Persamaan, Pembangunan dan 
perdamaian.”  
Di antara kesepakatan internasional penting yang diratifikasi oleh 
pemerintah Indonesia adalah konvensi PBB tentang “Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” pada tahun 1994 konvensi ini 
mewajibkan negara untuk merumuskan kebijakan, hukum dan program-
program yang berkaitan dengan pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan 
perempuan. 
Namun sayang, meski kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Indonesia banyak mengurangi ketimpangan dan kesenjangan 
gender antara perempuan dan laki-laki, namun belum terlihat pada jabatan-
jabatan politik di berbagai daerah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan memang menunjukan frekuensi yang meningkat, namun 
keikutsertaan perempuan dalam pembangunan kelihatannya belum 
  
 
maksimal. Keterampilan untuk merumuskan dan melaksanakan hukum, 
kebijakan dan program pembangunan yang memasukan pengalaman 
perempuan sangatlah kurang atau bahkan tidak ada sama sekali (Saptari, 
1997:7). 
2.7. Gender & Budaya Patriarkhi 
Kata gender dalam istilah bahasa indonesia sebenarnya berasal dari 
bahasa inggris yaitu “gender”. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak 
secara jelas dibedakan pengertian antara sex dan gender. Seringkali gender 
dipersamakan dengan seks (jenis kelamin, laki-laki dan perempuan). 
Istiah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1986) 
untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian 
yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri 
fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam 
mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. 
Sebagaimana Stoller, Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi social 
atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan 
manusia. 
Suzanne Williams, Janet Seed, dan Adelina Mwau dalam The OXFAM 
Gender Training Manual, mengartikan gender sebagai berikut, 
“…manusia dilahirkan dan dididik sebagai bayi perempuan dan laki-
laki supaya kelak menjadi anak perempuan dan laki-laki serta berlanjut 
sebagai perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Mereka dididik 
tentang bagaimana cara bersikap, berperilaku, berperan, dan 
melakukan pekerjaan yang sepantasnya bagi perempuan dan laki-laki 
  
 
dewasa. Mereka dididik bagaimana berelasi di antara mereka, sikap-
sikap yang dipelajari inilah yang pada akhirnya membentuk identitas 
diri dan peranan gender mereka dalam masyarakat.” 
 
Sementara itu,  Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Republik Indonesia, mengartikan gender adalah peran-peran sosial yang 
dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-
laki dan perempuan yang diharapkan masyarakat agar peran-peran social 
tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan). 
Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa gender 
adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan 
lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, 
waktu/zaman, suku/ras/bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, 
Negara, ideology, politik, hukum dan ekonomi.Oleh karenanya gender bukan 
kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan 
memiliki sifat relatif. 
Patriarki pada mulanya memiliki pengertian yang sempit menunjukkan 
kepada system yang secara historis berasal dari hukum Yunani dan Romawi. 
Dalam sistem  patriarki kepala rumah tangga adalah laki-laki yang memiliki 
kekuasaan hukum dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarga laki-laki 
dan perempuan yang menjadi tanggungannya berikut budak laki-laki dan 
perempuan Pada akhir-akhir ini konsep patriarki digunakan di seluruh dunia 
untuk menggambarkan dominasi laki-laki terhadap perempuan dan anak-
anak dalam keluarga dan berlanjut ke semua lingkup kemasyarakatan di luar 
  
 
lembaga keluarga. Konsep patriarki pada saat ini menunjukkan bahwa laki-
laki memegang kekuasaan atas semua peran penting dalam masyarakat, 
dalam pemerintahan, militer, pendidikan, industry, bisnis, perawatan 
kesehatan, iklan, agama, pada dasarnya perempuan tercabut dari akses 
terhadap kekuasaan atau sama sekali tidak punya hak, pengaruh dan 
sumber daya, agaknya keseimbangan kekuasaan justru lebih 
menguntungkan bagi laki-laki, patriarki merembes ke semua aspek 
kehidupan masyarakat dan sistem sosial.  
2.8. Kesetaraan gender dalam negara demokrasi 
Arus demokrasi (demos=people, rakyat dan kratos=strength/kekuatan, 
power/kekuasaan, rule) dari Yunani Kuno melalui Aristoteles mengalir kuat ke 
seluruh dunia, dan diadaptasi oleh berbagai negara, terutama Amerika 
Serikat (Abraham Lincoln 1863, dan hingga sekarang dapat disaksikan 
melalui patung liberty-nya), demikian juga dengan Inggris (Abad ke 17 
melalui John Lock=live and let live), di Perancis (melalui revolusi dahsyat 
1789, dengan pemenggalan kepala rajanya Louis XVI dan permaisurinya 
Marie Antoinette/1793 dengan 3 slogan utamanya (liberte, equalite, 
fraternite). 
Demokrasi memberikan pencerahan terhadap kekuatan rakyat dalam 
sistem pemerintahan Negara, yang mampu meluluh-lantahkan sistem 
monarchi maupun sistem oligarki yang dianggap tidak relevan dengan 
  
 
kemanusiaan. Konsep ini sangat menarik, mempesona, dan bahkan menjadi 
ideologi dunia yang mengedepankan hak asasi manusia/individu/rakyat. 
Demokrasi kemudian memberi konstribusi yang sangat besar terhadap 
gerakan perempuan di seluruh dunia. Demokrasi menjadi pemicu 
kebangkitan perempuan untuk ikut andil dalam segala hal yang berhubungan 
dengan negara. Demokrasi bagai pil kuat perempuan untuk bangkit di tengah 
keterpurukannya di dalam melawan hegemoni negara yang lebih 
mengedepankan laki-laki di arena publik ketimbang perempuan. Demokrasi 
bagaikan obat mujarab yang tidak boleh tertolak oleh kaum perempuan yang 
bijak terhadap negara, terhadap kebaikan bersama, terhadap keentingan 
bersama. Demokrasi memberi roh kebangkitan untuk tempat 
bersandar/bertumpunya kaum perempuan yang tertindas dan 
termarginalisasikan oleh kultur maupun struktur. Demokrasi menjadi 
instrumen kaum perempuan untuk memuluska jalannya menuju keadilan 
peran. 
Dalam konteks demokrasi, baik laki-laki maupun perempuan berhak 
memiliki hak politik, bahkan sangat dilindungi oleh berbagai perangkat hukum 
dan Undang-Undang. Sejumlah perempuan yang konsisten tetap eksis di 
jalur politik terlepas atas pro dan kontra, bahkan satu diantaranya yakni 
Megawati (yang justru terlihat sangat keibuan), sukses menjadi presiden 
Republik Indonesia. Sang presiden perempuan ini telah berhasil meluluh 
  
 
lantahkan pandangan pesimis terhadap kaum perempuan Indonesia 
memasuki wilayah politik pemerintahan. 
 Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam rangka 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender merupakan komitmen bangsa 
indonesia yang pelaksanaanya menjadi tanggungjawab seluruh pihak 
eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara 
keseluruhan. Sesuai dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah 
bertanggungjawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan 
perempuan di tingkat nasional maupun daerah, yang pelaksanaanya dapat 
memberikan hasil terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di segala 
bidang dan pembangunan. 
2.9. Proses pengambilan keputusan 
 Pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilihan alternatif baik 
itu berupa manusia, benda, atau tindakan untuk memperbaiki keadaan sesuai 
dengan kebutuhan (Sumartopo, 2000). Tindakan yang telah diputuskan juga 
dapat digunakan untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak diinginkan 
atau memperkecil resiko kerugian harus ditanggung bila peristiwa yang 
sudah dicoba terulang lagi. 
Prasyarat mutlak yang dimungkinkan dalam mengambil keputusan 
sangat ditentukan pada akses dan kontrol yang dimilikinya. Akses kepada 
dan kontrol atas pengambilan keputusan adalah bagian dari kondisi-kondisi 
  
 
yang harus dimiliki oleh siapapun. Tidak dimilikinya akses dan kontrol atas 
pengambilan keputusan oleh perempuan menyebabkan perempuan tidak 
dapat berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan dan menikmati 
manfaatnya. Akses dan kontrol atas berbagai sumber daya yang dimiliki oleh 
dan laki-laki secara adil, merupakan faktor-faktor penting dalam mencapai 
kondisi yang adil dalam menuju keadilan dan kesetaraan gender. 
Akses ke berbagai sumber daya berarti memiliki kesempatan untuk 
menggunakan sumber-sumber daya penting (misalnya pendapatan, tanah, 
rumah, sawah dan sebagainya) tanpa memiliki kewenangan untuk membuat 
keputusan keputusan yang berkaitan dengan hasilnya. Contohnya, buruh tani 
(perempuan atau laki-laki yang tidak memiliki tanah/sawah tetapi mereka 
mengerjakan sawah/tanah milik orang lain dan menerima sebagian kecil 
(sebagai upah) dari hasil kerjanya. 
Kontrol atas berbagai sumber daya berarti memilki kewenangan penuh 
misalnya memutuskan penggunaan sumber daya yang dimiliki serta hasil 
yang diperoleh, kewenangan penuh atas tubuhnya sendiri seperti 
menentukan berapa anak yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan, 
maka perempuan itu sendirilah yang seyogyanya menentukan, bukan 
suaminya, orangtuanya, mertuanya, pemerintahnya, dan sebagainya. Sebab, 
perempuanlah yang memiliki pengalaman, permasalahan, kebutuhan, 
kepentingan dengan hal-hal yang berkaitan dengan reproduktifnya. 
  
 
 Kehilangan akses dan kontrol yang dimiliki kaum perempuan dalam 
pengambilan keputusan mengakibatkan suatu keadaan tersubordinasi 
sehingga melahirkan ketergantungan yang berlebihan pada kaum laki-laki. 
Dalam isu-isu gender, ketergantungan melahirkan keadaaan yang dialami 
oleh kaum perempuan yang tidak memiliki penguasaan (kontrol) atas sumber 
daya ekonomi dan pengambilan keputusan. Dalam banyak negara-negara 
selatan (negara-negara dunia ketiga), ketika pendapatan kaum perempuan 
(misalnya, dari pertanian atau kerajinan tangan) dirusak, kaum perempuan 
tergantung secara ekonomi dan tergantung dalam pengambilan keputusan.  
Keputusan merupakan jawaban atas masalah yang kita hadapi, 
walaupun keputusan tidak selalu merupakan pemecahan dari suatu masalah, 
bila keputusan tersebut tidak tepat. Situasi dan kondisi yang terus berubah 
makin menyulitkan kita dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu 
pengambil keputusan perlu berpikir secara dinamis atau bahkan futuristik. 
Setelah membuat perhitungan secara sistematis dan logis, pengambilan 
keputusan harus mempertimbangkan resiko atau akibat dari suatu pemilihan 
masalah. 
Struktur dan sistem dari kerangka pengambilan keputusan sangat 
tergantung pada : 1) Posisi pengambil keputusan, 2) Kedudukan masalah 
yang dihadapi dan harus dipecahkan, 3) Situasi dimana pengambil keputusan 
itu berada, 4) Kondisi pengambil keputusan yang meliputi kemampuan dan 
  
 
kekuatannya untuk mengadapi masalah tersebut, 5) Tujuan yang harus 
dicapai dari pengambil keputusan tersebut. 
Proses pengambilan keputusan menurut Miriam Budiardjo (1998:35) 
adalah suatu proses pemilihan alternatif, baik itu berupa manusia, benda atau 
tindakan untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan kebutuhan. Keputusan 
adalah menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, 
dimana dilakukan siapa yang akan melakukan serta bagaimana kegiatan 
tersebut dilakukan. 
Selanjutnya Atmosudirdjo (1982:79) menyebutkan proses pengambilan 
keputusan sebagai berikut. 
1. mendudukan diri sebagai pemimpin; 
2. mengidentifikasi dan menelaah masalah yang ada; 
3. pengidentifikasian dan pemilihan serta penilaian terhadap masalah-
masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan pengambilan 
keputusan; 
4. menelaah situasi dan kondisi; 
5. menelaah keputusan yang akan diambil mencari alternatif-alternatif; 
6. tindak lanjut dari keputusan yang diambil. 
Proses pengambilan keputusan merupakan inti dari suatu 
kepemimpinan. Oleh karena itu, efektifitas kepemimpinan seseorang dapat 
diukur melalui kemahirannya dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan itu 
sendir merupakan kemampuan mempengarhi perilaku orang lain menjadi 
  
 
bawahan seseorang sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut menjadi 
pendorong yang kuat bagi tindakan-tindakan positif demi kepentingan 
organisasi. Kelangsungan suatu organisasi sangat tergantung pada 
keputusan pimpinan yang didasarkan pada efektifitas dan efisiensi dalam 
mengambil keputusan agar menghasilkan keputusan yang baik bagi 
organisasi secara keseluruhan. 
2.10. Konsep kepemimpinan 
 Kepemimpinan adalah suatu pekerjaan. Bekerja merupakan suatu 
aktivitas sosial bagi manusia dengan dua fungsi pokok yaitu : 
1. Memproduksi barang/benda-benda dan jasa-jasa bagi diri sendiri dan 
orang lain. 
2. Mengikat individu dalam pola interaksi manusiawi dengan individu lain, 
karena orang harus selalu bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang 
lain. 
Selanjutnya dikatakan pula bahwa aspek terpenting dari kerja adalah 
motivasi kerja dan lingkungan kerja. Motivasi (dari kata Latin Motivus) ialah 
sebagai alasan dasar, fikiran dasar, gambaran dorongan bagi seseorang 
untuk berbuat, atau ide pokok yang berpengaruh besar terhadap segenap 
tingkah laku manusia. Motivasi bekerja tidak hanya berbentuk kebutuhan 
ekonomi saja (uang) akan tetapi bisa juga berbentuk/penghargaan dari 
  
 
lingkungan, prestise, status sosial yang bersifat immaterial, kebanggaan akan 
hasil karya sendiri dan interest suatu minat. 
Pada dasarnya kepemimpinan tidak membedakan siapa pelakunya, 
apakah dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Bagi kedua-duanyan berlaku 
persyaratan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Namun karena 
dalam perjalanan sejarah perempuan kurang mendapat kesempatan untuk 
menjalankan kepemimpinan dalam masyarakat, sekarang kita perlu 
meningkatkan kuantitas maupun kualitas perempuan sebagai pemimpin.  
Hal ini dapat diupayakan melalui peningkatan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap perempuan agar dapat menjadi pemimpin yang baik. 
Dalam urusan rumah tangga, umumnya perempuan sudah 
memperlihatkan kemampuan sebagai pemimpin bersama-sama dengan 
suami sebagai kepala keluarga. Dalam beberapa hal perempuan bertindak 
sendiri dalam mengambil keputusan penting dalam menjalankan peranannya 
sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Untuk bisa mengalihkan kemampuan 
tersebut ke dalam urusan " di luar rumah tangga ", yaitu dalam kegiatan-
kegiatan kemasyarakatan, seperti tampil bicara di hadapan umum, memimpin 
kelompok, berkomunikasi dan menggerakan anggota masyarakat, berdiskusi 
dan mengambil keputusan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan 
setempat atau tingkat nasional mengenai hal-hal yanng menyangkut 
kepentingan rakyat banyak, perempuan memerlukan peningkatan upaya 
  
 
untuk dapat melakukannya, yaitu memiliki keberanian dan keterampilan 
memimpin yang memadai. 
Kepemimpinan merupakan kunci keberhasilan suatu kegiatan. Dalam 
masa pembangunan dewasa ini tidak hanya pria, tetapi juga perempuan 
sebagai penerus nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat, serta 
sebagai pelaku pembaharuan dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan-
kegiatan di masyarakat yang menunjang pembangunan. Untuk dapat 
menjalankan peranannya sebagai pembaharuan secara berdaya guna dan 
berhasil guna, perempuan perlu mengembangkan diri menjadi pemimpin 
yang tangguh tanpa meninggalkan kodratnya sebagai perempuan serta 
menjunjung tinggi harkat dan martabatnya. 
Sifat-sifat kepemimpinan yang diharapkan adalah kepemimpinan 
Pancasila tetapi perlu memiliki ciri-ciri tentang sifat kepemimpinan modern. 
Diantara sifat-sifat kepemimpinan modern adalah sebagai berikut. 
a. Berorientasi jauh kedepan 
Dalam menentukan kebijaksanaan dan memecahkan persoalan, masa 
yang akan akan datang selalu diperhitungkan. Karena kita bukan hidup untuk 
masa lampau, tetapi hidup untuk menyongsong masa yang akan datang. 
b. Berlandaskan pola pikir ilmiah  
Dalam mengambil keputusan mengikuti prosedur sebagai berikut. 
Penentuan masalah/problem, penentuan data/informasi yang diperlukan, 
pengumpulan data dan informasi, analisis data, penarikan suatu kesimpulan. 
  
 
Dengan demikian, dihindari pengambilan keputusan yangdidasarkan pada 
emosi atau intuisi semata-mata ataupun situasi senang dan tidaksenang. 
c. Berpegang pada prinsip efesien dan efektif 
Menentukan cara yang perlu diambil dalam menyelesaikan suatu 
kegiatan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, biaya, sarana dan tenaga 
yang minimal tetapi tercapai hasil yang maksimal. Cara ini perlu dipadukan 
dengan dengan nilai atau azas Pancasila sehingga tercapai kesalarasan, 
keserasian dan keseimbangan. 
Kita semua sadar akan kebhinekaan bangsa Indonesia, baik dari segi 
suku, bangsa, adat istiadat, agama, aliran dan sebagainya. Namun 
keanekaragaman itu, masing-masing diakui keberadaannya sendiri-sendiri 
dan ciri-ciri kepribadiannya dalam persatuan dan kesatuan ibarat bunga 
setaman dalam satu jambangan, terdiri dari jenis bunga mawar, melati dan 
kenangan. Masing-masing tetap dikenal sebagai jenis bunga, tetapi baru 
akan dinamakan bunga setaman bila ketiga-ketiganya ada dalam jambangan 
tersebut, sehingga bunga setaman ini merupakan suatu kesatuan. Melati 
tidak mengharapkan agar mawardan kenanga berubah menjadi melati 
semua. Sebaliknya mawar pun tidak akan memaksa melati supaya berubah 
menjadi mawar. Bila tidak demikian, maka tidak akan berbentuk bunga 
setaman. 
d.  Azas Selaras, Serasi dan Seimbang 
  
 
Semua azas tersebut di atas harus dijiwai dan disemangati oleh azas 
keselarasan, keserasian dan keseimbangan, azas yang tidak mancari 
menangnya sendiri, adu kekuatan, atau timbul kontradiksi, konflikdan 
pertentangan. Adanya perbedaan keanekaragaman adalah mencerminkan 
kodrat alam dimana masing-masing memiliki tempat. Kedudukan dan 
kewajiban serta fungsinya sendirisendiri. Dengan adanya berbagai warna 
seperti biru, hijau, merah, kuning, jingga dan sebagainya akan memberikan 
kesan yang indah apabila tersusun secara tepat. Komposisi warna yang tepat 
akan menimbulkan suasana indah yang yang akan menumbuhkan 
ketentraman batin. 
Demikianlah dalam Kepemimpinan Pancasila hubungan antara 
pemimpin dan yang dipimpin dan antara mereka yang dipimpin harus terjalin 
suasana yang menimbulkan kesejukan hati dan ketentraman batin, tidak 
terjadi suasana yang berat sebelah yang akan menimbulkan ketegangan-
ketegangan. 
Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
hidup perempuan, adalah dengan meningkatkan keterampilan 
kepemimpinannya dan manajerialnya yang mencakup keterampilan 
konseptual, keterampilan hubungan antar manusia dan keterampilan teknis 
baik di lingkungan keluarganya sendiri maupun di lingkungan kerjanya 
masing-masing. 
  
 
Perempuan sebagai ibu (manajer rumah tangga) dalam hidup 
kesehariannya sudah memiliki kepemimpinan dan keterampilan manajerial 
tersebut, yang terdiri atas beberapa indikator seperti perencanaan usaha 
(manajemen keuangan, manejemen pendidikan dan manajemen 
perencanaan itu sendiri), bekerja sama dalam kelompok (anak dan suami, 
analisa usaha dan pembuatan keputusan). 
Dalam suatu organisasi, bekal kepemimpinan dan manajerial yang 
sudah dimiliki oleh seorang perempuan tersebut perlu ditingkatkan, tentunya 
dengan situasi dan kondisi yang lebih rumit dan kompleks. Hanya saja, 
bagaimana seorang perempuan dapat menjalankan, menyatukan dan 
meramunya sehingga menghasilkan suatu keputusan yang sehat itulah yang 
merupakan tujuan nyata dari peningkatan kemampuan kerja, kepemimpinan 
dan manajerialnya. 
Di Indonesia sendiri, para pemimpin perempuan sudah eksis sejak 
zaman pra- Islam sampai pada masa awal Islam. Pada Abad ke-7, di Jawa 
ada Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. Ratu Sima terkenal sebagai pemimpin 
yang jujur, tegas, dan adil. Pada masa awal Islam di Nusantara, ada 
beberapa ratu yang pernah memimpin kerajaan ini di Aceh. Seperti dicatat 
Mernissi (1994), ada empat ratu yang pernah memerintah beberapa kerajaan 
Islam di Aceh seperti (1) Ratu/Sulthanah Nihrasyiah Rawangsa Khadiyu 
(1400-1427), (2) Ratu Taj al‟Alam Safiatuddin (1641-1675), anak Sultan 
Iskandar Muda, dan mantan istri Sultan Iskandar Tsani, (3) Ratu Nur al- „Alam 
  
 
Naqiat ad-Din Syah (1675-1678), anak angkat Safiatuddin; (4) Ratu Zakiyat 
ad-Din Inayat Syah (1678-1688) dan (5) Ratu Kamalat Syah (1688-1699). Di 
aceh ada juga pemimpin-pemimpin perempuan seperti panglima Laksamana 
Keumalahayati, Tjut Nyak Dhien dan Cut Meutia, untuk menyebut beberapa 
contoh. 
Tradisi kepemimpinan perempuan pada masa awal Islam di Aceh 
sangat kuat. Di Jawa pada masa awal Islam ada Ratu Kalinyamat, adipati 
Kalinyamat pada masa Demak Bintara, kerajaan Islam pertama di Jawa 
(abad XVI). Ada juga Nyi Ageng Serang, salah seorang panglima pengawal 
Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Kemudian kita mengenal 
RA.Kartini yang berhasil memaksa pemerintah kolonial untuk 
memperjuangkan nasib kaum perempuan. 
Kepemimpinan perempuan di Indonesia, dengan demikian, merupakan 
bagian yang menyatu secara total dengan dinamika kebudayaan masyarakat. 
Kultur asli Nusantara dan nilai-nilai Islam yang otentik tidak menempatkan 
hubungan kaum laki-laki dan perempuan dalam kerangka oposisi biner. 
Keduanya memang berbeda dalam batas-batas tertentu, tetapi setara di 
hadapan masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai budaya dan agama. 
2.11. Perempuan Bugis 
Dalam sejarahnya di negeri Bugis pernah melahirkan beberapa tokoh 
intelektual wanita. Salah satunya adalah Nene' Mallomo. Nene' Mallomo 
  
 
merupakan salah satu tokoh cendekiawan terkemuka di Sulawesi Selatan 
dan telah menjadi simbol yang melegenda di daerah Bugis. Salah satu hasil 
dari buah pemikirannya adalah berupa sebuah prinsip yang harus dijalankan 
oleh aparat kerajaan dalam mewujudkan masyarakat yang taat hukum. 
Prinsip tersebut dikenal dengan ungkapan "Naiya Ade' Temmakkeana' 
Temmakkeappo" (hukum tidak mengenal anak cucu). 
Wanita kedua adalah Siti Aisyah Tenri We Tenriolle, sang 
penyelamat naskah Lagaligo. Lagaligo merupakan naskah kuno dari Luwu 
yang ditulis dalam bahasa Bugis kuno (lontara). Naskah ini dianggap sebagai 
karya epos terpanjang di dunia. We Tenri Olle perempuan bugis yang juga 
penguasa di Tanete mendirikan sekolah rakyat yang lebih dahulu 1890an, 
berpuluh-puluh tahun lebih dahulu dari Kartini. 
Nene'Mallomo dan We Tenri Olle dua figur  wanita yang bebas di 
zamannya. Mereka tidak terkungkung oleh zaman dan adat yang 
merendahkan para wanita. Perempuan di tanah Bugis mempunyai tempat 
yang terhormat dalam pranata sosial termasuk dalam dunia pendidikan dan 
pemerintahan. Mereka tidak hanya menampilkan kecantikan fisik semata. Di 
bumi yang memerdekan petuah atau kebijaksanaan sebagai pijakannya 
kehadiran wanita menjadi penyeimbang. 
Sejak lama kerajaan di Bugis dikenal dengan kesetaraan gender. 
Dalam literatur sejarah dikenal beberapa raja/ratu perempuan yang 
memimpin di jazirah Sulawesi bagian selatan. Thomas Stanford Raffles 
  
 
mencatat kesan kagum akan peran perempuan Bugis dalam masyarakatnya: 
"the women are held in more esteem than could be expected from the state of 
civilization in general, and undergo none of those severe hardships, 
privations or labours that restrict fecundity in other parts of the world" 
(perempuan Bugis menempati posisi yang lebih terhormat daripada yang 
disangkakan, mereka tidak mengalami tindakan kekerasan, pelanggaran 
privacy atau dipekerjakan paksa sehingga membatasi aktifitas/kesuburan 
mereka, dibanding yang dialami kaumnya di belahan dunia lain) 
Namun dibalik jejak langkah perempuan Bugis terselip peran vital 
para lelaki. Kaum Adam yang memberi ruang yang lebar bagi perempuan 
Bugis untuk berkiprah lebih luas. Di zaman digital yang serba kompleks 
kehadiran wanita yang cerdas sangat diharapkan. Jangan lupakan bahwa 
dari rahim wanita akan lahir tunas yang menyemai peradaban.(Indra 
Sastrawat, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
2.12. Kerangka Konseptual 
Gambar 2.1 
Analisis Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Politik 
 di Kabupaten Wajo 
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BAB III 
 
Metode Penelitian 
 
3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Wajo yaitu di kantor 
desa,  kantor DPRD Kabupaten Wajo, kantor bagian pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak, kantor KPU serta rumah masyarakat. 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif, yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan 
menjelaskan bagaimana keterlibatan perempuan dalam pemerintahan di 
kabupaten Wajo utamanya dalam jabatan politik dengan mendasarkan pada 
hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 
3.3. Sumber Data 
a. Data Primer, data yang di peroleh dari: 
- Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui bagaimana 
eksistensi perempuan saat ini dalam jabatan-jabatan di lembaga-lembaga 
pemerintahan yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan pengambilan 
keputusan. 
- Hasil wawancara, dilakukan pada informan dari sisi pengambil 
keputusan (kepala desa), perumus kebijakan (anggota DPRD) serta 
  
 
masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tujuan akhir yang ingin 
dicapai adalah memperoleh, menganalisis keterlibatan perempuan dalam 
jabatan politik di kab.Wajo. 
b. data Sekunder, data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, catatan-
catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang di peroleh dari 
lembaga-lembaga pemerintah di kab.Wajo 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti secara 
langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber. 
c. Studi kepustakaan (library research), yaitu dengan membaca buku, 
majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media 
informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 
3.5. Informan Penelitian 
Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang 
terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian 
ini di pilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil 
  
 
tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan 
dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 
  Kepala desa perempuan 
  anggota DPRD kabupaten Wajo perempuan 
 Caleg perempuan 
 Kepala Bagian Umum KPU 
 Kepala bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 
 Masyarakat (ibu rumah tangga) jumlah sesuai dengan kebutuhan 
peneliti. 
3.6. Analisis Data 
Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu 
dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk 
kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data 
yang diperoleh dalam penelitian ini  dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-
pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil 
observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran 
hasil penelitian. 
3.7. Definisi Konsep 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
  
 
penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai 
acuan dalam penelitian ini antara lain: 
1. Keterlibatan perempuan yang dimaksudkan adalah keterlibatan dalam 
perempuan dalam jabatan politik yang tentunya erat kaitannya dengan 
partisipasi kaum perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan 
keputusan di Kabupaten Wajo. 
2. Jabatan politik dalam pemerintahan 
Jabatan politik diisi oleh pejabat yang direkrut atau dipilih melalui 
proses politik formal. Dalam berbagai macam pola hubungan yang terjadi 
antara pejabat politik dan pejabat karir, pejabat politik sebagaimana diketahui 
bersama terdiri atas orang-orang yang berperilaku politis yang 
diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan 
berusaha untuk mempengaruhi pemerintah mengambil dan melaksanakan 
suatu kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah yang diisi oleh pejabat 
karir secara langsung berhubungan dengan pejabat. Jabatan politik yang 
menjadi fokus penelitian adalah bupati, anggora DPRD, dan kepala desa.  
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu hal-hal yang dapat 
mendukung atau menghambat perempuan untuk aktif dan terlibat pada 
pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan di lembaga-lembaga 
pemerintahan di kab.Wajo. 
 
  
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Terbentuknya Kabupaten Wajo terdiri dari beberapa fase 
perkembangan masyarakat yang dimulai dari sebuah perkampungan 
masyarakat yang bernama Lampulugnge (kampung yang berada di dekat 
Danau Lampulung) dan daerah inilah yang menjadi sebuah asal mula 
terbentuknya kerajaan Cinnotlabi'. 
Dalam sebuah kisah, sekitar abad ke XV mengisahkan bahwa seorang 
puteri mahkota kerajaan Luwu yang bernama We Taddangpalie terpaksa 
disingkirkan dari kerajaannya dikarenakan mengidap penyakit kulit (kusta) 
yang ditakutkan akan menular. We Taddangpalie dihanyutkan bersama 
dengan para pengawalnya sampai akhirnya mereka terdampar di daerah 
maradeka (merdeka) yang disebut Cinnottabi. Puteri tersebut kemudian 
membangun rumah disebuah pohon kayu besar yang memiliki daun rindang,' 
yang disebut dengan pohon Bajo dan dari nama pohon inilah muncul asal 
mula nama Wajo. 
Dalam perkembangannya, daerah ini menjadi makmur dan rakyat yang 
semakin bertambah. Namun akhirnya raja-raja dari Tellu Kajurue berinisiatif 
untuk mempersatukan daerah mereka tersebut, mereka akhirnya berkumpul 
di bawah pohon Bajo untuk membicarakan masalah pengangkatan Raja yang 
  
 
akan memimpin ketiga negara bagian ini. Dalam pertemuan ketiga, raja 
tersebut menghasilkan perjanjian sistem pemerintahan yang akan mengatur 
hubungan kekuasaan antara raja, para pejabat kerajaan, serta hak-hak 
kebebasan rakyat berdasarkan, yaitu adat dan hukum adat yang lahir dari 
persetujuan bersama antara raja, penguasa adat dan rakyat (lndar Arifin: 
206)  
Dari pertemuan itu kemudian menyepakati bahwa La Tenribali (Arung 
Mataesso) yang juga sepupu dari raja-raja Tellu Kajurue yang diangkat 
menjadi Raja Wajo dan mendapatkan gelar Batara Wajo sebab beliau dalam 
hal memerintah sangat bijaksana dan diharapkan mampu menjadikan 
Kerajaan Wajo lebih berkembang dan lebih demokratis. 
4.1.1.  Letak dan kondisi geografis 
Kabupaten Wajo merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) kabupaten 
di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak 
diantara: 3039‟–4016‟ lintang selatan dan diantara 119o53‟–120o27‟ bujur 
timur, dengan luas 2.506,19 km2 atau 4,01% dari luas wilayah Propinsi 
Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten  Wajo  berbatasan dengan 
daerah lain, yaitu:   
1. Sebelah utara Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap 
2. Sebelah timur berbatasan Teluk Bone; 
  
 
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan  Kabupaten 
Soppeng 
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sidrap  
Secara administratif, Kabupaten Wajo terbagi atas 14 Wilayah 
Kecamatan, 48 Kelurahan, dan 128 Desa, dengan ibu kota kabupaten di 
Sengkang yang terletak di Kecamatan Tempe. 
 
Gambar 4.1 
Peta Kabupaten Wajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tabel 4.1. 
Luas wilayah Kabupaten Wajo Berdasarkan Kecamatan  
No Kecamatan Luas (Km2) % Terhadap Luas 
Kabupaten 
1 Sabbangparu 137.75 5.3 
2 Tempe 38.27 1.53 
3 Pammana 162.1 66.47 
4 Bola 220.13 8.78 
5 Takkalalla 179.76 7.17 
6 Sajoanging 167.01 6.66 
7 Penrang 154.9 6.18 
8 Majauleng 225.92 9.01 
9 Tanasitolo 154.6 6.17 
10 Belawa 172.3 6.88 
11 Maniangpajo 175.96 7.02 
12 Gilireng 147 5.87 
13 Keera 368.36 14.7 
14 Pitumpanua 207.13 8.26 
Kabupaten Wajo 2.506.19 100 
Sumber : BPS Kabupaten Wajo 2012 
  
 
Di dalam khasanah Lontara Wajo, karakteristik dan potensi wilayah 
Kabupaten Wajo diungkapkan sebagai daerah yang terletak dengan posisi 
"Mangkalungu Ribulue, Massulappe Ripottanangnge, Mattodang 
Ritasie/Tapparenge", yang artinya Kabupaten Wajo memiliki 3 (tiga) dimensi 
lahan, yaitu : 
1. Tanah berbukit yang berjejer dari selatan mulai dari Kecamatan Tempe ke 
utara yang semakin bergunung, utamanya di Kecamatan Maniangpajo 
dan Kecamatan Pitumpanua, sebagai wilayah pengembangan hutan 
tanaman industri, perkebunan coklat, cengkeh, jambu mente serta 
pengembangan ternak; 
2. Tanah dataran rendah yang merupakan hamparan sawah dan 
perkebunan/tegalan pada wilayah timur, selatan, tengah dan barat; 
3. Danau Tempe dan sekitarnya serta hamparan laut sepanjang pesisir 
pantai Teluk Bone di sebelah timur, terbentang sepanjang 203 km garis 
pantai sebagai wilayah potensial untuk pengembangan perikanan & 
budidaya tambak. 
4.1.2. Kependudukan 
Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Wajo adalah sebesar 
392.651. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah 187.191 jiwa, 
sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan 205.460 jiwa.  
 
  
 
Tabel 4.2. 
Jumlah Penduduk Kabupaten Wajo 
Jumlah Penduduk : 392.651 Jiwa 
Laki-laki : 187.191 Jiwa 
Perempuan : 205.460 Jiwa 
Kepadatan Penduduk : 157 Jiwa/km2 
Sumber : BPS Kabupaten Wajo 
Dengan jumlah penduduk yang menembus angka lebih dari tiga ratus 
ribu jiwa, disatu sisi merupakan potensi yang cukup memadai untuk 
melaksanakan program pembangunan diberbagai aspek kehidupan, akan 
tetapi disisi lain dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif rendah 
juga sekaligus merupakan sebuah persoalan dalam upaya mengembangkan 
potensi sumber daya yang dimiliki. Misalnya dalam pemberdayaan kaum 
perempuan. 
4.1.3.  Kondisi Sosial Budaya 
 Pendidikan 
Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 
menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi, 
kesejahteraan maupun kedewasaan dalam berdemokrasi sangat dipengaruhi 
oleh kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah. Ukuran keberhasilan 
pendidikan dapat dilihat dari index pendidikan yang merupakan gabungan 
  
 
dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Tahun 2012, kondisi 
pendidikan Kabupaten Wajo memperlihatkan tren yang semakin membaik 
dibanding dengan kondisi-kondisi tahun yang lalu. Fakta tersebut 
digambarkan oleh indeks pendidikan.Namun bila dibandingkan dengan angka 
Provinsi Sulawesi Selatan terlihat bahwa indeks pendidikan Kabupaten Wajo 
relatif masih rendah. 
Tabel 4.3.  
Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Wajo Bidang Pendidikan 
No. Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Angka Melek Huruf 81.68 81.97 82.69 83.53 84.97 84.99 
2. Rata-rata lama sekolah 6.00 5.80 6.06 6.22 6.51 6.60 
3. Indeks Pendidikan 67.79 67.54 68.59 69.51 71.11 71.32 
Sumber: BPS Kab.Wajo 
Dalam periode 2007-2012, jumlah yang dapat membaca dan menulis 
semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari angka melek huruf yang 
meningkat dari 81,68 pada tahun 2007 menjadi 84,99 pada tahun 2012. 
Namun demikian, jika dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi 
Selatan, 84,50 tahun 2009 menjadi 86,24 tahun 2012 angka melek huruf 
Kabupaten Wajo masih relatif rendah.  
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wajo pada tahun 2012 
adalah 6 tahun. Artinya, pada tahun 2012 setiap penduduk mempunyai 
jenjang pendidikan sekolah dasar dan sedang duduk di kelas 6. Angka ini 
  
 
telah meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun meningkat, angka ini masih 
relatif rendah jika dibandingkan angka Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Kesehatan 
Upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
sudah banyak dilakukan, antara lain penyuluhan dan penyediaan fasilitas 
kesehatan seperti; puskesmas, posyandu, pustu, pondok bersalin desa serta 
penyediaan fasilitas air bersih. Upaya tersebut juga ditujukan untuk 
menigkatkan peran aktif terutama pada golongan masyarakat yang 
berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggaldi daerah terpencil yang 
sulit dijangkau masayarakat.  Selain jumlahnya yang kurang, kualitas, 
pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan di puskesmas masih 
menjadi kendala.  Pada tahun 2008 terdapat 22 Puskesmas, 53 Puskesmas 
pembantu, 28 buah Polindes, 1 buah Rumah Sakit Pemerintah, 1 Rumah 
Sakit Swasta, 39 buah Praktek Dokter dan 96 Praktek Bidan. 
Walaupun puskesmas terdapat hampir semua Kecamatan, namun 
kualitas pelayanan sebagian besar Puskesmas dan RS pada umumnya 
masih di bawah standar. Pelayanan kesehatan rujukan belum optimal dan 
belum memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat merasa kurang puas 
dengan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas, karena lambatnya 
pelayanan, kesulitan administrasi dan lamanya waktu tunggu. Perlindungan 
masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era 
  
 
perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat semakin rentan akibat 
meningkatnya kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang tidak 
memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Tantangan yang dihadapi 20 
tahun ke depan di Bidang Kesehatan adalah masih kurangnya kesadaran 
masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, masih 
terbatasnya  sarana dan prasarana kesehatan , masih tingginya penyebaran 
penyakit menular dan penyalahgunaan obat terlarang, rendahnya 
kemampuan ekonomi sebagain besar masyarakat dalam menjangkau biaya 
kesehatan serta perlunya penyebaran tenaga medis sesuai kebutuhan 
penduduk. 
Kualitas kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana 
masyarakat tinggal. Permasalahannya, kesadaran masyarakat untuk 
memelihara lingkungan hidup masih diperlukan ditingkatkan dalam hal 
berwawasan lingkungan hidup yang sehat guna mencegah adanya wabah 
penyakit menular atau kejadian luar biasa (KLB) wabah penyakit. Pengaruh 
aktivitas masyarakat sehari-hari terhadap lingkungan memang baru 
dirasakan setelah beberapa tahun berjalan. Pengaruh yang tidak langsung ini 
lah yang membuat masyarakat kurang menyadari pentingnya memelihara 
lingkungan. Dalam hal penanganan sampah, masyarakat masih mengaggap 
bahwa pemerintah melalui Dinas Kebersihan adalah pihak yang 
bertanggungjawab. Untuk itu, kedepannya perlu sinergi dan kerjasama yang 
  
 
baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanganan masalah 
sampah. 
Tabel 4.4. 
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Wajo Bidang Kesehatan 
No. Kesehatan 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Angka Huruf hidup 68.80 69.86 70.40 70.94 71.37 71.79 
2. Indeks Kesehatan 73.00 74.77 75.67 76.57 77.28 77.98 
Sember : BPS Provinsi Sulawesi Selatan 
 Indeks Daya Beli 
Indeks daya beli merupakan gambaran kemampuan ekonomi 
penduduk. Kemampuan ini diperoleh dari pengeluaran konsumsi rumah 
tangga baik konsumsi makanan maupun non makanan. Pada tahun 2007 
paritas daya beli penduduk Kabupaten Wajo sebesar Rp. 630.71 ribu dan 
meningkat menjadi Rp. 644.40 ribu pada tahun 2012. Nilai indeks pada tahun 
2007 sebesar 62.56 dan meningkat di tahun 2012 menjadi 65.72 %. 
Peringkat daya beli Kabupaten Wajo menempati posisi ke-4 se Sulawesi 
Selatan, sedangkan pada tahun 2012 menempati posisi ke 15. Dalam kurun 
waktu tersebut peringkat indeks daya beli telah mengalami lompatan yang 
sangat signifikan. 
 
 
  
 
Tabel 4.5. 
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kab.Wajo Indikator Indeks Daya Beli 
No. Hidup Layak 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Paritas Daya Beli 630.71 636.25 637.22 639.49 640.11 644.40 
2. Indeks Daya Beli 62.56 63.84 64.06 64.59 64.73 65.72 
Sumber : BPS Provinsi Sul-Sel 
 Kondisi Politik dan Keamanan 
Kondisi politik dan keamanan di daerah Kabupaten Wajo sifatnya 
dinamis dan terbuka. Hal ini sinergis dengan sistem pemerintahan yang 
dianut oleh Indonesia adalah sistem demokratis yang memberikan 
kebebasan rakyatnya dalam artian kedaulatan berada ditangan rakyat. 
Sistem pemerintahan yang demokratis tersebut diperkuat dengan partisipasi 
masyarakat terhadap kegiatan politik seperti pemilihan kepala desa, 
pemilihan anggota legislatif, dan pemilihan Bupati.  
Pada kondisi perpolitikan Kabupaten Wajo termasuk suatu daerah 
yang tidak memiliki potensi konflik yang besar. Hal ini disebabkan karakter 
masyarakat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pada setiap 
kontes pemilihan pimpinan. 
Kondisi perpolitikan Kabupaten Wajo tersebut dapat dilihat pada 
partisipasi penduduk di PIMILUKADA (pemilihan Bupati Wajo)  yang dimana 
  
 
menjalankan proses dengan sangat demokratis tanpa adanya kerusuhan 
atau konflik pada masyarakat.  
 Potensi-potensi daerah 
Potensi pariwisata unggulan di Kabupaten Wajo adalah Wisata Alam 
Danau Tempe dan Agrowisata Sutera. Disamping itu, juga terdapat lokasi-
lokasi wisata yang lain baik wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. 
Setiap tahun dilaksanakan acara Festival Danau Tempe  dirangkaikan 
dengan ritual Maccera Tappareng ( mensucikan danau) yang dapat menjadi 
tontonan wisatawan dan mancanegara, 
Kabupaten Wajo dikenal sebagai salah satu sentra penghasil beras di 
Sulawesi Selatan. Bahkan beras dari Kabupaten Wajo didistribusikan keluar 
daerah untuk memenuhi kebutuhan beras daerah tetangga seperti 
kalimantan dan sebagainya. Produksi beras Kabupaten Wajo pada tahun 
2013 adalah 632.842 Ton dengan luas panen 120.578 Ha dari luas lahan 
keseluruhan adalah 136.908 ha, dengan produktivitas 5,4 ton/ha. 60% lahan 
masih merupakan lahan tadah hujan, selebihnya adalah sawah pompanisasi, 
pengairan teknis dan setengah teknis, sehingga dibutuhkan investasi 
dibidang ini. 
Panjang garis pantai Kabupaten Wajo adalah 103 Km yang meliputi 
enam Kecamatan, sehingga sangat mendukung pengelolaan potensi 
perikanan laut. Potensi Perikanan Laut Kabupaten Wajo memiliki laut yang 
  
 
memiliki garis pantainya sepanjang 103 Km yang meliputi enam kecamatan. 
Panjang garis pantai ini sangat mendukung pengelolaan potensi perikanan 
laut. Penangkapan ikan pada umumnya masih menggunakan sistem 
tradisional sehingga input teknologi penangkapan berupa sarana pendukung 
dan peralatan alat tangkap modern sangat dibutuhkan. Selain itu investasi 
pendirian Pabrik Es juga diperlukan dalam penyediaan Es untuk penanganan 
hasil tangkapan. Berdasarkan data Tahun 2012 produksi perikanan laut 
mencapai 18.432 ton. 
Selain potensi-potensi yang disebutkan diatas, Sengkang yang 
merupakan Ibu Kota Kabupaten Wajo letaknya kurang lebih 250 km dari 
Makassar Ibukota Provinsi SUlawesi Selatan sejak dulu juga dikenal sebagai 
kota niaga karena masyarakatnya yang sangat piawai dalam berdagang. 
Berbagai macam kebutuhan hidup seperti pakaian, sepatu, tas, barang 
elektronik, kain dan kain sarung bahkan kebutuhan pokok lainnya konon 
memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan di daerah lainnya. 
Sehingga tidak mengherankan jika Sengkang menjadi salah satu kota 
dengan perputaran ekonomi yang sangat tinggi di Sulawesi Selatan. 
Disamping dikenal sebagai kota niaga, Sarung Sutera menjadikan 
ibukota Kabupaten Wajo semakin akrab ditelinga dan hati orang-orang yang 
pernah berkunjung ke kota ini, kelembutan dan kehalusan tenunan sarung 
sutera Sengkang sudah sedemikian dikenal bahkan hingga kemancanegara. 
  
 
Hampir disetiap kecamatan di daerah ini ditemukan kegiatan 
persuteraan dimulai dari kegiatan proses hulu sampai ke hilir, kegiatan 
pemeliharaan ulat sutera hingga proses pemintalah menjadi benang yang 
kemudian ditenun menjadi selembar kain sutera. 
Dalam bahasa lokal (Bugis) sutera disebut dengan "Sabbe", dimana 
dalam proses pembuatan benang sutera menjadi kain sarung sutera 
masyarakat pada umumnya masih menggunakan peralatan tenun tradisional 
yaitu alat tenun gedogan dengan berbagai macam motif yang diproduksi 
seperti motif "Balo Tettong" (bergaris atau tegak), motif ("Makkalu" 
(melingkar), motif "mallobang" (berkotak kosong), motif "Balo Renni" 
(berkotak kecil). Selain itu ada juga diproduksi dengan mengkombinasikan 
atau menyisipkan "Wennang Sau" (lusi) timbul serta motif "Bali Are" dengan 
sisipan benang tambahan yang mirip dengan kain Damas. 
Melihat Potensi perkembangan sutera di Wajo, pada tahun 1965 
seorang tokoh perempuan yang juga seorang bangsawan "Ranreng Tua" 
Wajo yaitu Datu Hj. Muddariyah Petta Balla'sari memprakarsai dan 
memperkenalkan alat tenun baru dari Thailand yang mampu memproduksi 
sutera asli (semacam Thai SIlk) dalam skala besar. Mulai saat itulah 
perkembangan besar sutera di Kabupaten Wajo 
 
 
  
 
 Nilai 
Nilai-nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 
Kabupaten Wajo diangkat dari nilai/budaya tradisional yang dikombinasikan 
dengan cara pandang yang dianut secara global dan diterima secara luas 
oleh masyarakat. Nilai yang dituangkan disini bertolak pada dua bentuk yaitu: 
1. Nilai sosial kemasyarkatan, yang bertolak pada kearifan budaya Wajo 
(Riassiwasjori) yang bertumpu pada 3 (tiga) nilai-nliai :  
a.Sipakatau 
Nilai ini mensyaratkan agar dalam membina interkoneksitas, sebagai elemen 
utama dalam wacana kemandirian lokal, seyogyanya dilaksanakan berdasar 
prinsip kebersamaan yang berbasis pada penghormatan dan pengakuan 
terhadap keberadaan dan jati diri setiap anggota kelompok masyrakat. 
      b.Sipakalebbi 
Nilai ini mensyaratkan agar dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh 
pergaulan, termasuk melaksanakan aktifitas pembangunan dibutuhkan saling 
pengertian, saling menghargai dan saling menghormati sesuai dengan peran 
masing-masing dalam rangka mensejahterakan dan menjaga kelangsungan 
hidup manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. 
      c.Sipakainge 
Nilai ini mengedepankan rasa saling mengingatkan dan saling menunjukkan 
jalan terbaik yang akan ditempuh dalam mewujudkan suatu cita-cita 
  
 
bersama, melakukan koreksi dan saran konstruktif untuk penyelesaiaan 
setiap dan menjauhi rasa curiga dan sentimen yang dapat merusak 
hubungan kemanusiaan, sekaligus merupakan kiat mempertemukan aspirasi 
sebagai basis dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. 
2. Nilai Religius /Ketuhanan yaitu : Resopa Natinulu, Temmaginggi Malomo 
Naletei Pammase Dewata. 
4.1.4. PEMERINTAHAN UMUM 
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAJO   
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur 
organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo terdiri dari : 
A. Sekretaris Daerah  
B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:  
1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
3. Bagian Administrasi Kemasyarakatan 
4. Bagian Administrasi Kerjasama Antar Daerah 
C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:  
1. Bagian Administrasi Pengembangan Potensi Daerah 
2. Bagian Administrasi Pembangunan 
  
 
3. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 
4. Bagian Administrasi Perekonomian 
D. Asisten Administrasi Umum :  
1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan 
2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana 
3. Bagian Umum 
4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol  
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WAJO 
Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur 
organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Wajo terdiri dari : 
A. Sekretaris DPRD 
B. Bagian Umum 
C. Bagian Keuangan 
D. Bagian Perundang-udangan 
E. Bagian Risalah dan Persidangan  
Diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan 
sebuah lembaga yang terdiri dari sejumlah orang berwenang membuat 
keputusan atas nama seseorang, sekelompok orang ataupun keseluruhan 
anggota masyarakat. 
  
 
Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
berawal pada peralihan Kabupaten Wajo yang bertolak pada Undang-
Undang Darurat No. 4 tahun 1957 tentang pembubaran Daerah Swantantra 
Bone (meliputi Bone, Soppeng dan Wajo) kemudian dibentuk tiga daerah 
swatantra yang setingkat yakni Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo yang 
diimplementasikan pada 11 maret 1957, maka khusus daerah swantara 
daerah Tingkat II Wajo oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Pangeran 
Pettarani menunjuk Pati Andi Muhammad Arsyah selaku Pejabat sementara 
(Pjs) Kepala Daerah Wajo untuk mengisi kekosongan pemerintahan pada 
masa itu dan secara bersama-sama dengan partai politik memproses serta 
mempercepat terbentuknya DPRD peralihan. 
Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan 
daerah secara yuridis mengatur pola kedudukan DPRD yang membuat 
kewenangan DPRD menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan 
kewenangan DPRD masa lalu. 
Adapun fungsi DPRD Kabupaten Wajo sebagai berikut:  
I)Fungsi legislasi merupakan suatu fungsi yang dimana DPRD 
berperan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, keseluruhan 
peraturan daerah (perda) dihasilkan pemerintah daerah merupakan hasil 
inisiatif kemudian dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif. Setiap 
kebijakan dan keputusan yang diambil merupakan representasi dari 
  
 
keinginan-keinginan masyarakat untuk pengembangan dan perbaikan daerah 
dimasa depan. 
 2)Fungsi anggaran budgeting merupakan suatu fungsi yang 
diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD) bersama pemerintah daerah.  
3)Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi lembaga legislatif yang 
lebih mengarah pada dukungan DPRD terhadap kebijakan pemerintah 
daerah Pengawasan yang dilakukan menyangkut apakah suatu kebijakan 
pemerintah daerah sudah sesuai dengan program, arah dan tujuan yang 
telah ditentukan.(Syahrir: 2008) 
Berdasarkan dari pemilihan umum 2009 komposisi keanggotaan 
DPRD Kabupaten Wajo masa bakti 2009 -2014 terdiri dari 35 orang dari 
berbagai partai politik. Dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Wajo 29 
orang berjenis kelamin Laki-laki dan 6 orang yang berjenis kelamin 
perempuan sedangkan pada periode 2004-2009 terdiri dari 35 orang anggota 
DPRD Kabupaten Wajo 31 orang berjenis kelamin Laki-laki dan 4 orang yang 
berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya keanggotaan DPRD tersebut di 
bagi menjadi bentuk fraksi yakni 6 fraksi: fraksi GOLKAR sebanyak 4 orang, 
PAN sebanyak 4 orang, DEMOKRAT sebanyak 5 orang, PKNU sebanyak 5 
orang, HANURA sebanyak 4 orang, dan fraksi Wajo Bersatu atau fraksi 
gabungan partai-partai sebanyak 13 orang. Untuk lebih memahami gambaran 
komposisi anggota DPRD Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut : 
  
 
Tabel 4.6 
Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Wajo periode 2004-2009 dan 2009-
2014 berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin 
 
No. Partai Politik Periode 2004-2009 
        L                   P 
Periode 2009-2014 
         L                 P 
1. GOLKAR 16 1 2 2 
2. PAN 5 - 3 1 
3. DEMOKRAT - - 3 1 
4. PKNU - - 3 - 
5. HANURA - - 3 - 
6. GERINDRA - - 1 - 
7. PKB 1 - 2 - 
8. PKS 3 1 2 - 
9. PPP 2 - 2 - 
10. PATRIOT - - 1 - 
11. PDI-P 1 1 1 1 
12. PDK 2 - 2 - 
13. PPD - - 1 - 
14. KEDAULATAN - - - 1 
15 PPI - - 1 - 
16. PSI 1 - 1 - 
17. PNBK - - 1 - 
18. PBB - 1 - - 
 JUMLAH 31 4 29 6 
Ket: 1 anggota DPRD perempuan periode 2009-2014 memundurkan diri 
Sumber: Kantor DPRD Kab.Wajo 
 
  
 
 DAFTAR NAMA DINAS 
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO 
 
Tabel 4.7. 
Daftar Nama Dinas Di Kabupaten Wajo 
NO. NAMA DINAS ALAMAT 
1. Dinas Pendidikan 
( Kepala Dinas : Drs.Jasman Juanda,M.Si) 
JL. Jend. Ahmad Yani No. 27 
Sengkang 
2. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 
(Kepala Dinas : Dra.Dahniar Gaffar) 
JL. Jend. Ahmad Yani No. 37 
Sengkang 
3. Dinas Kesehatan 
(Kepala Dinas : dr.Abdul Asis) 
JL. Jend. Ahmad Yani No. 31 
Sengkang 
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Kepala Dinas : Drs.Andi Tenriliweng,M.Si) 
JL. Bau Baharuddin No. 11 
Sengkang 
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
(Kepala Dinas : Drs.H.A.Djunaedi Hafid ) 
JL. Sawerigading No. ... 
Sengkang 
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Kepala Dinas : Abdul Gaffar,SH,MM) 
JL. Bau Mahmud No. 
7. Dinas Pekerjaan Umum 
(Kepala Dinas : H.Bustamin Betta,SH) 
JL. A. Pawellangi KM 8 
Ujunge Sengkang 
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, & 
Perindustrian 
(Kepala Dinas : Drs.H.A.Ampa Passamula) 
JL. Bau Baharuddin No. 4 
Sengkang 
9. Dinas Pertanian, Peternakan dan Holtikultura 
(Kepala Dinas : drh.Putu Arthana ) 
JL. Lamaddukelleng No. 1 
Sengkang 
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
(Kepala Dinas : Ir. Darwin Tjukke) 
JL. Veteran No. 33 Sengkang 
11. Dinas Kelautan dan Perikanan 
(Kepala Dinas : Muh.Natsir ) 
JL. Budi Utomo No. 9 
Sengkang 
12. Dinas Tata Ruang, Pemukiman & Kebersihan 
(Kepala Dinas : Drs.H.Muh.Nasir,MM) 
JL. Lamaddukelleng No. 1 
Sengkang 
13. Dinas Pengelolaan Keuangan & Barang Daerah 
(Ir.Armayani) 
JL. Rusa No. 17 Sengkang 
14. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber 
Daya Mineral 
(Kepala Dinas : Ir.Firmansyah Perkesi,M.Si) 
JL. Bau Baharuddin No. 86 
Sengkang 
Sumber : BPS Kab.Wajo 
 
 
  
 
 DAFTAR NAMA LEMBAGA TEKNIS 
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN WAJO 
 
Tabel 4.8. 
Daftar Nama Lembaga Teknis Kabupaten Wajo 
NO. NAMA LEMBAGA TEKNIS ALAMAT 
1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
(Kepala : Drs.H.A.Muslihin,MP) 
JL. Lontar No. 1 
Sengkang 
2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah 
(Kepala : Drs.H.Jamaluddin) 
JL. Kejaksaan No. 5B 
Sengkang 
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 
Desa 
(Kepala : Dra.A.Lilianna Nasrullah) 
JL. Veteran No. 35 
Sengkang 
4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 
Pertanian 
(Kepala : Ir.Nasfari) 
JL. Lamaddukelleng 
No. 1 Sengkang 
5. Badan Lingkungan Hidup Daerah 
(Kepala : Dra.A. Ratnawati Paturusi) 
JL. Kejaksaan No. ... 
Sengkang 
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 
Masyarakat 
(Kepala : Drs.H.Thamrin Mochtar) 
JL. Lontar No. 2B 
Sengkang 
7. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 
(Kepala : dr.Sri Relati Rejeki) 
JL. Beringin No. 5 
Sengkang 
8. Badan Pengawas Daerah 
(Kepala : Drs.Sudirman Remmang) 
JL. Kejaksaan No. 3 
Sengkang 
9. Rumah Sakit Umum Daerah 
(Kepala : dr.Baso Rahmanuddin) 
JL. Kartika Chandra 
Kirana No. 9 Sengkang 
10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 
(Kepala : Drs.Zainuddin) 
JL. Rusa No. 17 
Sengkang 
11. Satuan Polisi Pamong Praja 
(Kasat : Drs.H.A.Budi Agus) 
JL. Rusa No. 17 
Sengkang 
12. Kantor Pelayanan Terpadu 
(Kepala : Kosong) 
JL. Rusa No. 17 
Sengkang 
13. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak 
(Kepala : Dra.Irawati Perkesi,M.Si) 
JL. Rusa No. 17 
Sengkang 
 
Sumber : BPS Kab. Wajo 
 
  
 
4.2. Keterlibatan Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten 
Wajo 
Keterlibatan perempuan di setiap daerah dapat dilihat melalui 
beberapa indikator-indikator untuk mengetahui sejauh mana perempuan 
mengepakkan sayapnya di dunia politik. Indikator yang dimaksudkan adalah 
sebagai berikut: 
4.2.1. Kuantitas Perempuan dalam Jabatan Politik di Kabupaten 
Wajo 
Eksistensi perempuan dalam jabatan-jabatan politik dalam sebuah 
daerah tentunya dapat dilihat dari jumlah atau kuantitas mereka di dalamnya. 
Tingkat partisipasi perempuan menggambarkan minat para perempuan-
perempuan untuk mulai memberdayakan dirinya termasuk dalam ikut 
merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan yang nantinya akan 
berdampak dan memberi konstribusi yang besar bagi daerahnya. 
Dari data-data yang peneliti dapatkan, Kabupaten Wajo hingga saat ini 
masih menampakkan kesenjangan jumlah perempuan-perempuan yang 
menduduki kursi-kursi politik. Dapat kita lihat misalnya saja dari 118 desa 
yang ada di Wajo, hanya ada 16 desa yang dipimpin oleh perempuan. Jika 
dipersentasikan hanya ada 13,5 % saja. Ada 4 kecamatan yang tidak 
memiliki kepala desa perempuan.  
 
 
  
 
Tabel 4.9. 
Nama kepala desa perempuan di Kabupaten Wajo 
No. Nama Desa Kecamatan 
1. Andi Rosmalawati Liu Sabbangparu 
2. Hj. St. Marika Tadangpalie Sabbangparu 
3. Hj. Rosnahati Bila Sabbangparu 
4. Hj. Rosnawati Tobatang Pammana 
5. Hj. Fatmawati Patila Pammana 
6. Hj. Nurcahaya Abbanuangnge Pammana 
7. Hj. Andi Wahida Lattimu Bola 
8. Dra.Hj. Misrukiah Pasir Putih Bola 
9. Andi Besse Hartini Lamarua Takkalalla 
10.  Andi Lilis Sumarni,SE Aluppang Takkalalla 
11. Hj.Yulia Yasmin, SE Parigi Takkalalla 
12. Andi Murni, A.Md Lawesso Penrang 
13. Hj. Andi Ratnawati Raddae Penrang 
14. Najmiah Hajar Pajalele Tanasitolo 
15. Disawati, SE Polenro Gilireng 
16. Hj.Nuraini Keera Keera 
Sumber: BPS Kab.Wajo 
Hasil wawancara dengan salah satu kepala desa perempuan yaitu 
Kepala Desa Patila Ibu Fatmawati, mengatakan bahwa jumlah itu masih 
sangat kurang.  
“Keterlibatan perempuan sebagai kepala desa di Wajo kiranya 
masih sangat perlu di tambah lagi. Karena dalam pemerintahan, 
tenaga dan buah-buah pemikiran perempuan juga sangat 
  
 
dibutuhkan. Megawati saja bisa jadi presiden, masa untuk jadi 
kepala desa saja kita tidak mampu” ujar ibu Hj.Fatma (Wawancara, 
9 Januari 2014). 
 
Berbeda dengan jabatan struktural, pegawai-pegawai (PNS) di 
berbagai dinas di kabupaten Wajo sudah mulai mengalami peningkatan 
kuantitas. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai dinas, badan, instansi 
maupun sekretariat daerah sudah meningkat dari tahun ke tahun. 
Menurut ibu Irawati sebagai Kepala Bagian Pemberdayaan 
Perempuan Kabupaten Wajo yang juga merupakan alumni ilmu 
pemerintahan Fisip Unhas, kondisi perempuan dalam jabatan politik seperti 
dalam jabatan kepala desa, caleg dan yang menjadi anggota DPRD di 
kabupaten Wajo memang masih sangat tidak ideal jika dibandingkan dengan 
peningkatan pegawai perempuan yang dalam hal ini jabatan struktural. 
 
“Untuk terjun dalam perpolitikan, perempuan-perempuan di Wajo 
masih sangat kurang dibandingkan daerah-daerah lain dalam hal 
kuantitas. Misalnya saja di daerah Bone sudah ada 8 anggota 
DPRD perempuan, Selain itu di Wajo ini sendiri belum pernah ada 
perempuan yang terlihat maju sebagai calon bupati ataupun wakil 
bupati. Seperti yang kita lihat makassar kemarin lebih dari 1 
perempuan yang mencalonkan sebagai walikota, seperti juga di 
luwu, di jawa juga demikian” (Wawancara, 28 Januari 2014) 
 
Menurut salah satu informan lainnya, ibu Najmiah Hajar yang memiliki 
jabatan sebagai Kepala Desa Pajalele, jumlah kepala desa di Kabupaten 
Wajo masih tergolong kurang bahkan kebanyakan yang jadi kepala desa 
hanya meneruskan periode setelah suaminya. 
  
 
“Dari 16 kepala desa perempuan saja, sebagian besar diantaranya 
termasuk saya menjadi kepala desa periode setelah periode suami 
sebagai kepala desa. Saya maju karena dorongan suami, artinya 
saya terpilih pun salah satu faktor pendukung karena sosok suami 
saya sebelumnya di mata masyarakat. Jadi jumlah kepala desa 
perempuan bukan hanya butuh ditingkatkan tapi juga butuh 
kepercayaan diri untuk memberi pengaruh yang besar dari diri 
sendiri. Bukan karena hanya ikut-ikut suami. Seperti itulah 
idealnya sebuah partisipasi politik. ” (Wawancara, 12 Januari 
2014) 
 
Selain jabatan kepala desa, tentunya salah satu jabatan politik yang 
sangat penting pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah 
keterlibatan warga negara sebagai wakil rakyat yang lazimnya disebut 
sebagai anggota DPR. Perempuan juga memiliki kesempatan dan peluang 
untuk berpartisipasi merumuskan kebijakan daerahnya. Namun dari data 
yang peneliti dapatkan, jumlah anggota DPRD perempuan Kabupaten Wajo 
hanya mencapai 14%. Hanya ada 5 orang dari 35 anggota DPRD (Data 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo). 
Pada awalnya ada 6 orang perempuan namun satu orang mundur 
dalam jabatannya karena sesuatu hal. Sehingga hanya ada 5 orang 
perempuan yang masih aktif hingga saat ini dalam perumusan kebijakan atau 
pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Wajo. Berikut nama-nama 
anggota DPRD Kab.Wajo periode 2019-2014 : 
 
 
  
 
Tabel 4.10. 
Nama anggota DPRD perempuan di Kabupaten Wajo  
Periode 2009-2014 
No. Nama 
1. Hj.Hasnah,SH 
2. Hj.Andi Rosmiana Makkasau,S.E 
3. Andi Sri Agustina Palaguna,SH 
4. Dra.Hj.Husniati,HS 
5. Hj.Andi Riniawaru Passamula,SE 
 Sumber : Kantor DPRD Kab.Wajo 
Sebagai salah satu diantara 5 anggota DPRD perempuan, ibu Hasnah 
menjelaskan bahwa jumlah itu masih sangat memprihatinkan. Jumlah 
anggota DPRD perempuan hanya meningkat 1 orang saja dari periode 
sebelumnya dengan jumlah yang sama yaitu 35 anggota. 
Tabel 4.11. 
Nama anggota DPRD perempuan di Kabupaten Wajo 
 periode 2004-2009 
No. Nama 
1. Dra.Hj.Husniati 
2. Hj.Hartawan 
3. A.Tarbiyah,SH 
4. Hj.Haswiah Mappa 
 Sumber : Kantor DPRD Kab.Wajo 
  
 
 Sebagai perumus kebijakan memang dibutuhkan jumlah perempuan 
yang lebih lagi, setidaknya meningkat dari angka 5. Namun ibu Hasnah 
optimis jika dilihat tahun ini harapannya akan terkabul karena mulainya 
bermunculan banyak baligho-baligho perempuan di sepanjang jalan 
dibanding tahun-tahun sebelumnya. 
“Dalam perumusan kebijakan, keterlibatan perempuan sebanyak 5 
orang tentunya masih sangat kurang. Saya berharap jumlah itu 
lebih meningkat lagi. Ini bukan hanya persoalan keterpilihan tapi 
caleg perempuan waktu pencalonan saya memang tergolong 
kurang. Semoga tahun ini jauh lebih meningkat.” (Wawancara, 20 
Januari 2014) 
 
                                   Tabel 4.12. 
 
Pencalonan Perempuan pada Pemilu 2009 
No Daerah Pemilihan DPR yang pencalonan 
perempuan di bawah 30% pada Pemilu 2009 
% caleg perempuan  
di dapil  
1 Papua 21.89% 
2 Jawa Timur 10 (Lamongan, Gresik) 23.97% 
3 Papua Barat 24.14% 
4 Sulawesi Selatan  (Soppeng, Wajo) 27.78% 
5 Jawa Tengah 1 (Semarang, Kendal, Kota Salatiga, 
Kota Semarang) 
28.03% 
6 Maluku Utara 28.05% 
7 Aceh  28.38% 
8 Jawa Tengah 3 (Grobogan, Blora, Rembang, Pati) 28.77% 
Sumber :KPU Kab.Wajo 
 Jadi pada dasarnya secara kuantitas perempuan dalam jabatan politik 
di Kabupaten Wajo melalui pengamatan penulis sebagai masyarakat 
kabupaten Wajo, melalui wawancara dari berbagai narasumber serta dari 
  
 
data dan literatur, maka kuantitas/jumlah tersebut dalam partisipasinya 
menduduki jabatan-jabatan politik masih kurang.  
4.2.2. Pandangan Perempuan tentang Perpolitikan  
Untuk melihat partisipasi dan minat perempuan dalam jabatan politik, 
peneliti ingin mengkaji pandangan dan pemahaman dasar perempuan- 
perempuan di kabupaten Wajo tentang dunia politik. Pandangan perempuan-
perempuan mengenai dunia politik tentunya akan berkaitan erat dengan 
minat mereka melangkahkan kakinya dalam politik. 
Politik merupakan sebuah seni, sebuah cara dan sebuah kekuatan 
untuk memperoleh dan mempertahankan sebuah kekuasaan. 
Keberlangsungan perpolitikan merupakan roda dalam sebuah negara yang 
terus menerus berputar untuk mencapai tujuan negara pada umumnya dan 
daerah pada khususnya. Jabatan politik memiliki kekuatan dan kekuasaan 
yang lebih tinggi  karena dipilih langsung oleh rakyat. 
Salah satu informasi menarik yang peneliti dapatkan dari salah 
seorang informan ibu Disawati sebagai kepala desa Poleonro Kecamatan 
Gilireng dari hasil wawancara menyatakan bahwa,  
“Politik adalah seni. Ia tidak mengenal apakah si politikus laki-laki 
atau perempuan. Yang paling penting ia mampu memberi 
pengaruh. Jujur saja, saya dulu penuh pertimbangan untuk maju 
karena beberapa hal tapi warga sampai subuh berkumpul di depan 
rumah saya meminta agar saya maju jadi kepala desa mungkin 
selama ini Alhamdulillah saya memberi pengaruh yang baik bagi 
mereka. Sehingga Alhamdulillah saya terpilih dari 6 calon dan 
suara saya lebih dari 50 %.” (Wawancara, 15 Januari 2014) 
  
 
 Menyimak dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah 
satu hal penting untuk memperoleh kekuasaan yaitu memberi pengaruh yang 
positif pada masyarakat. Politik tidak mengenal perbedaan jenis kelamin tapi 
lebih kepada kemampuan seseorang dalam memberi pengaruh dan 
perubahan yang baik pada sebuah daerah. 
 Menurut salah satu informan yang berprofesi sebagai ibu rumah 
tangga, ibu Johar menyatakan bahwa orang yang bergelut dalam perpolitikan 
adalah orang yang pintar dan cerdas namun tidak semua menggunakan 
kecerdasannya untuk mensejahterahkan daerahnya. 
  “Saya berharap arus perpolitikan di Kabupaten Wajo ini lebih 
bersih. Perempuan-perempuan yang maju di dunia politik juga 
jangan hanya bermodalkan materi dan paras saja, tapi juga 
kapabilitas/kecerdasan, karena nantinya sosok perempuan juga 
dibutuhkan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 
memahami segala hal yang terjadi dalam masyarakat”. 
(Wawancara 01 Februari 2014) 
 Masyarakat saat ini sangat mengharapkan politik yang lebih sehat. 
Politik tidak hanya berhubungan dengan materi dan kedudukan semata, 
tetapi merupakan jalan yang harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan 
bersama bukan hanya kehidupan pribadi ataupun partai yang 
mengusungnya. 
 Menurut ibu Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan, baik itu 
negara atau pemerintah sudah memberi peluang yang besar kepada kaum 
perempuan untuk berperan dalam arus perpolitikan negara kita tanpa ada 
  
 
deskriminasi seperti zaman dahulu kala ketika perempuan hanya tinggal di 
rumah saja. Perempuan sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi, 
berkualitas dan dibutuhkan sumbangsih pemikiran dan tenaganya dalam 
dunia politik. 
“Mengapa di Wajo masih kurang perempuan yang terjun dalam 
dunia politik ? Sebenarnya untuk pemahaman dasar, perempuan-
perempuan sudah banyak yang paham apa itu politik, tapi masih 
kurang minat mereka untuk membekalkan dirinya dengan 
pengalaman dan pengetahuan yang lebih lagi. Karena menurut 
saya semua harus dimulai dari bawah dulu, paling tidak bergelut 
dulu dalam organisasi kecil, menjadi pemimpin dalam organisasi 
kecil, begitu seterusnya sehingga untuk mencalonkan diri jadi 
bupati atau anggota DPR paling tidak salah satu bekalnya pernah 
menjadi kepala desa, lurah, camat atau setidaknya pernah 
memimpin sebuah organisasi. Di Kabupaten Wajo ini masih 
banyak desa yang cukup tertinggal, itu juga yang menyebabkan 
masih banyaknya perempuan-perempuan di Wajo yang tidak 
memiliki pengalaman organisasi, pendidikan politik dan 
sebagainya.” (Wawancara, 28 Januari 2014). 
 
 Beberapa informan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga memiliki 
pandangan yang lain bahwa politik itu harus ditopang dengan dana yang 
besar sehingga mereka enggan untuk terlibat di dalamnya. 
 “Lebih baik dana itu saya gunakan untuk menopang kerja suami 
dan kehidupan anak dari pada bersaing dalam dunia politik, lebih 
baik mengurus rumah tangga dari pada mengurus partai.” Ujar ibu 
Lina. (Wawancara, 02 Februari 2014). 
 
 Satu pandangan dari kutipan diatas yang menarik bahwa perempuan 
terkadang kurang berminat karena menurutnya politik hanya menghabiskan 
uang. Politik hanya untuk kalangan elite saja. Meski peluang terus dibuka 
untuk eksistensi perempuan di bidang politik namun jika pikiran-pikiran yang 
  
 
seperti itu terus menggerogoti para perempuan maka minat akan susah untuk 
diberdayakan. 
 Sedangkan menurut seorang caleg ibu Rini pemikiran yang seperti itu 
harus dihilangkan karena pengabdian kita sebagai manusia selain untuk 
suami dan anak juga untuk negara. Nagara pada umumnya dan daerah pada 
khususnya masih membutuhkan peran putri bangsa untuk sama-sama 
berjuang mencapai kesejahteraan bersama.  
“Saya tetap berusaha dan berdoa. Dana yang saya keluarkan pun 
tidak banyak. Saya hanya berusaha membekalkan diri saya jauh 
hari sebelum saya maju, itu berupa pengalaman-pengalaman 
organisasi yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Kalaupun 
nantinya saya tidak terpilih, setidaknya saya sebagai perempuan 
sudah memberanikan diri dan percaya diri untuk ikut sebagai caleg 
dengan niat ingin ikut menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk 
memperbaiki kehidupan daerah saya.” (Wawancara, 26 Januari 
2014) 
 
 Jadi dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa politik 
bukan hal yang instan, tapi sebuah kekuatan dan kapabilitas yang diasah 
terus menerus untuk memperoleh kekuasaan dengan membekalkan diri 
dengan pengalaman-pengalaman, pemahaman yang matang dan niat yang 
tulus untuk kesejahteraan bersama.  
4.2.3. Pengaruh Keberadaan Perempuan dalam Jabatan Politik 
sebagai Perumus Kebijakan dan Pengambil Keputusan di 
Kabupaten Wajo 
  
 
Setiap daerah dalam era Otonomi Daerah saat ini tentunya memiliki 
hak untuk mengelolah rumah tangganya masing-masing. Setiap daerah 
memiliki potensi, kebutuhan dan masalah yang berbeda-beda, tentunya itu 
akan melahirkan kebijakan dan keputusan untuk mencapai kesejahteraan 
daerahnya. 
Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang luas yang 
memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang potensial. 
Kebijakan yang lahir tentunya diharapkan menampung aspirasi dari segala 
perbedaan. Kebijakan tentunya harus mempertimbangkan segala sisi. 
Dalam negara demokrasi, suara rakyat adalah pondasi kuat negara. 
Setiap kebijakan yang lahir akan berdampak pada rakyat itu sendiri. 
Partisipasi perempuan juga merupakan hal yang penting dalam perumusan 
kebijakan. Pembangunan di setiap daerah membutuhkan paratisipasi dari 
semua golongan termasuk keberadaan perempuan sebagai perumus 
kebijakan dan pengambil keputusan. 
Dari hasil wawancara dengan ibu Hasnah sebagai anggota DPRD 
Kabupaten Wajo mengungkapkan bahwa sosok perempuan memang 
dibutuhkan dalam DPRD. Merupakan sebuah kewajaran jika negara kita 
mengeluarkan kebijakan tentang quota perempuan di kursi legislatif saat ini. 
Sebagai anggota DPRD, ibu Hasnah merasa kewalahan karena hanya lima 
orang perempuan di DPRD Kabupaten Wajo. Banyak hal yang membutuhkan 
sumbangsih pemikiran perempuan. Misalnya saja dalam perumusan 
  
 
kebijakan Keluarga Berencana, perempuan yang lebih banyak dituntut untuk 
aktif di dalam perumusannya karena perempuan yang paling mengerti 
kebutuhan dan masalah-masalah saat mengandung dan melahirkan.  
“Saat ini diadakan penggodokan rancangan perda tentang 
keluarga berencana yang dirancang bersama BKKBN dan sebagai 
salah satu anggota DPRD perempuan, banyak hal yang 
membutuhkan sumbangsih pemikiran kami”. (Wawancara, 20 
Januari 2014) 
 
Selain itu, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan identitas Kota 
Sengkang yakni untuk pemberdayaan Kain Sutera dibutuhkan pula partisipasi 
perempuan. Seperti yang kita ketahui, kain sutera dihasilkan oleh gadis-gadis 
desa mulai dari pengolahan sampai penenunan.  
Menurutnya berdasarkan data dari BPS di Kabupaten Wajo ada 
20.000 rumah yang kelebihan perempuan, ini yang tidak menunjang 
pendapatan rumah tangga atau tidak punya pekerjaan tetap. 
 "80 persen diantaranya hanya memelihara anak, ini yang perlu di 
berdayakan melalui produksi sutera hilir." katanya. (Wawancara, 
20 Januari 2014). 
 
Maka dari itu aspirasi dari mereka, permasalahan-permasalahan yang 
mereka hadapi terkadang lebih dipahami oleh perempuan. Seperti itulah 
penuturan dari ibu Hasnah. Beliau juga menjelaskan keaktifan dan 
keterlibatan dirinya dalam penyusunan PERDA No.13 Tahun 2012 tentang 
pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. 
Selain itu ibu najmiah sebagai Kepala Desa menggambarkan dari sisi 
kepemimpinannya. Sejak beliau menjadi pemimpin di desa Pajalele, ia 
  
 
mampu mengurangi penari seksi saat pesta pernikahan yang biasa disebut 
“Candoleng-doleng”. 
“Jujur yah dek, sebagai perempuan itu adalah hal pertama yang 
memang ingin saya berantas. Sebagai perempuan kita kan malu 
melihat perempuan-perempuan yang menjual harga dirinya. Tapi 
saya tidak hanya berantas saja, tetapi semua penari itu saya beri 
siraman rohani dan memberi pelatihan-pelatihan yang lebih 
berguna.” (Wawancara, 12 Januari 2014) 
 
Dari pernyataan-pernyataan di atas, sedikit gambaran bahwa banyak 
permasalahan di Wajo yang memang membutuhkan penanganan dan 
partisipasi perempuan. Tapi ini bukan berarti laki-laki tidak bisa menangani 
masalah tersebut, hanya saja untuk mencapai kondisi yang ideal dan 
seimbang, partisipasi laki-laki dan perempuan berupa sumbangsih pemikiran 
serta perjuangan mencapai kehidupan yang lebih baik dari semua pelosok 
daerah sangat dibutuhkan. 
Selain dari itu, peneliti juga mendapat beberapa pandangan dari ibu-
ibu rumah tangga.  
“Kita sebagai perempuan terkadang membutuhkan perempuan 
untuk mendengarkan aspirasi kita. Selama ini tidak pernah ada 
anggota DPRD perempuan yang berkunjung ke desa ini mungkin 
karena mereka terlalu sedikit dan desa ini sangat jauh untuk 
dijangkau. Kalau nanti ada anggota DPRD perempuan kesini, saya 
hanya ingin meminta bahwa ada baiknya kebijakan lebih 
memperhatikan lagi untuk janda-janda di daerah kita. Seperti di 
desa ini, banyak janda yang memiliki banyak anak dan tidak punya 
pekerjaan. Saya sangat kasihan dengan hal ini dan saya yakin 
perempuan akan jauh lebih memahami persoalan-persoalan 
seperti ini.” Ujar ibu Lina. (Wawancara, 02 Februari 2014) 
 
  
 
Dari pemaparan-pemaparan di atas, inilah yang membuat peneliti ingin 
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi 
perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo. Padahal jika dilihat dari 
hasil wawancara, peningkatan minat  perempuan dalam jabatan politik sangat 
dibutuhkan jika dilihat dari masalah-masalah yang ada. 
Menurut ibu Irawati sebagai kepala bagian pemberdayaan perempuan, 
sangat berharap perempuan di Kabupaten Wajo terus memberdayakan 
dirinya terutama di bidang politik guna untuk ikut berpartisipasi dalam 
pembangunan daerahnya. 
“Ibu Risma telah berhasil membawa Surabaya menjadi lebih baik 
selama menjadi wali kota dengan 51 penghargaan internasional. 
Menurut survey, banyak rakyatnya yang begitu mencintai sosok 
pemimpinnya itu karena menggunakan watak keibuan dalam 
mengayomi masyarakatnya. Kiranya ini bisa menjadi motivasi bagi 
perempuan-perempuan untuk mengembangkan minat dan 
kepercayaan dirinya dalam berpolitik.” (Wawancara, 28 Januari 
2014) 
 
Pada dasarnya perempuan memiliki perbedaan kebutuhan 
dengan laki-laki, aspirasi mereka kiranya lebih dipahami oleh perempuan 
pula. Maka sangatlah dibutuhkan sosok perempuan bergabung di tengah-
tengah laki-laki untuk memikirkan kesejahteraan bersama. 
   
4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Perempuan 
dalam Jabatan Politik 
Dengan melihat kurangnya partisipasi perempuan dalam jabatan 
politik di Kabupaten Wajo tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-
  
 
faktor yang peneliti kaji melalui pengamatan, literatur serta hasil wawancara 
dengan berbagai informan adalah sebagai berikut, 
4.3.1. Kebijakan 
Kebijakan yang membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi 
dalam arus politik pemerintahan mulai terbuka lebar. Seperti UUD 1945 pasal 
27 ayat 1 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata hukum dan 
pemerintahan, INPRES RI No.9 tahun 2000 tentang peningkatan partisipasi 
perempuan dalam pembangunan nasional, serta yang marak dibicarakan 
saat ini mengenai UU no.10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif pada pasal 
53, 54 dan 55 yang menjelaskan pernyataan tentang sekurang-kurangnya 
30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan 
daerah sebagai salah satu persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu. 
Dalam hal kebijakan tersebut, perempuan telah diberi kesempatan 
untuk berpolitik demi pembangunan bangsa dan negara. Namun pada 
kenyataannya peluang tersebut belum digunakan secara maksimal oleh 
perempuan. 
Menurut ibu Hasnah selaku anggota DPRD sekaligus caleg tahun ini 
menjelaskan bahwa berbagai upaya telah dilakukan negara untuk 
mendongkrak keterwakilan perempuan di parlemen. Tentunya jika faktanya 
perempuan sangat kurang, maka itu pasti didasari oleh beberapa alasan. 
“Contohnya saja di Kabupaten Wajo ini, terlihat perempuan di sini 
lebih banyak yang tertarik untuk berwirausaha, dan tidak membuka 
dirinya untuk berorganisasi apalagi untuk bergelut di partai. Alasan 
  
 
yang kedua mungkin karena minimnya kaderisasi dan latihan 
kepemimpinan bagi perempuan dalam partai.  Usaha peningkatan 
keterwakilan dan keterpilihan perempuan di parlemen harus 
diimbangi dengan pembangunan pendidikan dan karakter politik 
bagi mereka yang ditempatkan sebagai calon.” (Wawancara, 20 
Januari 2014) 
 
Dari pernyataan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kebijakan-
kebijakan yang lahir memang merupakan sebuah peluang bagi kaum 
perempuan namun hal itu kiranya dijadikan motivasi untuk membekalkan 
dirinya dengan pengalaman dan pendidikan politik. 
“ Perekrutan calon perempuan yang tidak memiliki kemampuan 
dalam politik akan menjadi boomerang sendiri bagi demokrasi di 
negara ini.” lanjut ibu Hasnah. (Wawancara, 20 Januari 2014) 
 
Sebagian besar informan menyatakan bahwa kebijakan yang lahir 
merupakan sebuah jalan yang baik bagi perempuan-perempuan yang 
memiliki minat politik dan kepemimpinan untuk membekalkan dirinya jauh-
jauh hari sebelumnya karena pada zaman sekarang ini tidak ada lagi 
deskriminasi atau marginalisasi bagi kaum perempuan. Saatnya perempuan 
mengoptimalkan peluang yang telah dibuka. Dengan adanya kebijakan 
tersebut, maka negara pada umumnya dan daerah pada khususnya 
membutuhkan perempuan-perempuan yang berkualitas untuk 
menyumbangkan segenap fikiran dan tenaganya bersama kaum laki-laki 
untuk bekerja sama membangun bangsa yang lebih baik lagi. 
Menurut salah satu informan bapak Basri selaku Kepala Bagian Umum 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa saat ini partai-
  
 
partai mulai mengeluh dengan adanya kebijakan tersebut di Kabupaten Wajo 
dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan sosok sosok perempuan untuk 
menjadi caleg. 
 “Kebijakan kuota 30% pada tahun 2009 kemarin masih belum 
diimplementasikan dengan optimal, namun pada tahun ini 
kebijakan tersebut mulai lebih ketat. Namun hal ini menjadikan 
partai-partai di Wajo ini mulai kewalahan mencari sosok-sosok 
perempuan untuk memenuhi kuota tersebut.” (Wawancara, 03 
Maret 2014) 
 
Tabel 4.13. 
Rekapitulasi Caleg DPRD Kab.Wajo Pemilu Tahun 2014 
No. Nama Partai Politik 
Calon Anggota Legislatif (orang) Ket. 
L P Jumlah  
1. NASDEM 26 14 40  
2. PKB 24 15 39  
3. PDI-P 25 14 39  
4. PKS 25 15 40  
5. PARTAI GOLKAR 26 14 40  
6. GERINDRA 26 14 40  
7. DEMOKRAT 26 14 40  
8. PAN 25 15 40  
9. PPP 25 15 40  
10. HANURA 24 16 40  
11. PBB 20 13 33  
12. PKPI 23 17 40  
 JUMLAH 295 176 471  
Sumber : Kantor KPU Kab.Wajo 
 
  
 
Tabel 4.14. 
Rekapitulasi Caleg DPRD Kabupaten Wajo Pemilu Tahun 2009 
 
No. Nama Partai Politik 
Calon Legislatif (orang) Ket. 
L P Jumlah  
1. HANURA 26 6 32  
2. PKPB 12 7 19  
3. PPPI 5 3 8  
4. PPRN 13 8 21  
5. GERINDRA 18 10 28  
6. BARNAS 20 9 29  
7. PKPI 15 6 21  
8. PKS 21 14 35  
9. PAN 28 11 39  
10. PIB 4 2 6  
11. 
PARTAI 
KEDAULATAN 
9 5 14  
12. PPD 7 4 11  
13. PKB 13 5 18  
14. PPI 7 4 11  
15. 
PNI 
MARHAENISME 
7 - 7  
16. PDP 9 5 14  
17. KARYA 8 4 12  
  
 
PERJUANGAN 
18. PMB 5 6 11  
19. PPDI 3 3 6  
20 PDK 21 6 27  
21. REPUBLIKAN 10 5 15  
22. PARTAI PELOPOR 6 2 8  
23. PARTAI GOLKAR 31 9 40  
24. PPP 24 11 35  
25. PNBK 13 6 19  
26. PBB 19 12 31  
27. PDI-P 15 11 26  
28. PBR 15 9 24  
29. PATRIOT 11 3 14  
30. DEMOKRAT 28 14 42  
31. PIS 14 7 21  
32. PKNU 24 12 36  
33. PARTAI MERDEKA 10 3 13  
34. PPNUI 2 - 2  
35. PSI 11 6 17  
36. PARTAI BURUH 10 3 13  
 JUMLAH 494 231 725  
Sumber : KPU Kab.Wajo 
  
 
Dari data-data di atas menampakkan bahwa kebijakan kuota 30% 
tersebut telah diimplementasikan secara maksimal pada pencalonan anggota 
legislatif di Kabupaten Wajo tahun 2014. Jika dibandingkan pada tahun 2009, 
kebijakan tersebut belum diimplementasikan secara optimal. 
Pada Tahun 2009 terlihat masih banyaknya partai yang tidak 
memenuhi kuota 30%, bahkan ada partai yang tidak memiliki caleg 
perempuan. Hal ini berarti kebijakan ada UU No.10 Tahun 2008 tersebut 
belum terlaksana dengan maksimal pada tahun 2009 sebagai salah satu 
syarat untuk masuk dalam pemilu. Tentunya hal tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor penghambat.  Namun pada tahun 2014 terlihat kuota 30% 
tersebut dilaksanakan oleh setiap partai tapi diharapkan mereka yang 
mencalonkan memiliki bekal yang baik. 
 
       “Kebijakan tersebut jangan sampai hanya sekedar menggugah 
hati perempuan untuk menduduki jabatan dengan cara instan, tapi 
bagaimana kebijakan itu bisa menggugah minat perempuan-
perempuan untuk membekalkan dan memberdayakan dirinya. 
Untuk menjadi seorang politikus tentunya kita harus membekalkan 
diri dengan ilmu-ilmu sosial, pendidikan politik, pengalaman 
organisasi yang berbasis kemasyrakatan dan membuka jaringan 
yang lebih luas lagi”, kata ibu Dra.Irawati,M.Si sebagai kepala 
Bagian Pemberdayaan Perempuan. (Wawancara, 28 Januari 
2014) 
 
Ibu Lina sebagai ibu rumah tangga menjelaskan dalam wawancara 
bahwa dirinya tidak tahu mengenai kebijakan itu tapi setelah dijelaskan oleh 
pewawancara maka ia menanggapi dengan berbagai harapan agar 
  
 
perempuan-perempuan di Kabupaten Wajo yang memiliki keuangan yang 
memadai untuk lebih mengasah dirinya dan lebih banyak belajar supaya tidak 
hanya buka tutup toko di pasar tapi ikut menyumbangkan pemikiran dan 
tenaganya untuk pembangunan di Kabupaten Wajo. 
Jadi pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang lahir sangat memberi 
konstribusi besar untuk membuka peluang perempuan dalam 
mengembangkan minat dan kualitasnya untuk ikut berjuang dalam kancah 
perpolitikan. 
4.3.2. Akseptabilitas dan Nilai Lokal di Kabupaten Wajo 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan 
perempuan dalam jabatan politik, peneliti ingin mengkaji mengenai 
akseptabilitas dan nilai lokal yang ada di Kabupaten Wajo. 
Akseptabilitas masyarakat terhadap perempuan dalam jabatan politik 
merupakan gambaran akan tingkat penerimaan masyarakat di Kabupaten 
Wajo terhadap sosok perempuan dalam perpolitikan. Sedangkan nilai lokal 
merupakan sebuah budaya yang dimiliki oleh setiap daerah atau biasa 
disebut dengan kearifan lokal. Peneliti ingin mengkaji apakah ke dua indikator 
baik itu mengenai pandangan dan penerimaan masyarakat terhadap 
perempuan dalam jabatan politik serta nilai lokal yang ada di Wajo ini 
berpengaruh terhadap kurangnya partisipasi politik perempuan di Kabupaten 
Wajo. 
  
 
Menurut salah satu narasumber yakni ibu Fatmawati sebagai kepala 
desa menjelaskan bahwa masyarakat kabupaten Wajo saat ini sebenarnya 
sudah siap menerima kehadiran perempuan dalam perpolitikan. Hal ini 
dibuktikan dengan apresiasi dari warga desa yang mendukung dirinya 
selama pencalonan sampai masa kepemimpinannya. 
“Masyarakat Di Wajo saat ini sepertinya sudah jauh berbeda dari 
zaman-zaman dahulu kala ketika perempuan lebih banyak 
dikurung di rumah, tidak sekolah dan dinikahkan di bawah umur. 
Paradigma tersebut sudah bergeser. Saya maju sebagai kepala 
dan memimpin desa ini karena dorongan masyarakat, keluarga, 
dan tokoh-tokoh masyarakat.” (Wawancara, 09 Januari 2014). 
 
Perempuan saat ini telah mendapat kepercayaan dari masyarakat. 
Sebagaimana pendapat ibu Fatma tidak jauh berbeda dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh kepala-kepala desa lainnya begitu pula ibu Hasnah 
sebagai anggota DPRD. Beliau menjelaskan bahwa kehadiran perempuan 
saat ini dalam jabatan-jabatan politik mendapat dukungan dari masyarakat 
tanpa ada istilah “deskriminasi”, atau “dipandang sebelah mata”. 
“Kurangnya minat perempuan dalam berpolitik di Kabupaten Wajo 
bisa dikatakan berasal dari faktor perempuan itu sendiri yang 
kurang membekalkan dirinya, kurang percaya diri, karena usaha 
itu harus diasah dari bawah hingga mencapai puncak. Semua 
butuh perjuangan. Sebagai orang Wajo baik itu laki-laki maupun 
perempuan harus mengingat semboyang kita MARADEKA TO 
WAJOE ADE‟NA NAPOPUANG, kita adalah orang-orang yang 
merdeka dengan memerdekakan diri, tidak mengurung diri dengan 
ketakutan untuk sebuah tujuan dan cita-cita.” (Wawancara, 20 
Januari 2014) 
 
Dari pernyataan di atas peneliti mendapat sebuah gambaran bahwa di 
Wajo tidak ada nilai lokal yang mengikat perempuan, namun salah satu nilai 
  
 
atau makna dari semboyang itu bahkan bisa menjadi motivasi bagi 
perempuan.  
Selain informasi dari tokoh-tokoh perempuan (Kepala desa dan 
anggota DPRD), informasi lain peneliti kaji dari narasumber yang berprofesi 
sebagai ibu rumah tangga serta kepala bagian pemberdayaan perempuan.  
Menurut ibu Lina yang berada di desa Padaelo yang merupakan desa 
yang agak terpencil di Kabupaten Wajo. Ibu Lina berpendapat bahwa 
masalah nilai lokal yang mengikat sebenarnya tidak ada, namun pikiran-
pikiran perempuan di desa terkadang masih berbeda dengan perempuan di 
kota. 
“Kalau di desa masih banyak yang masa bodoh dengan namanya 
politik. Jangankan untuk menjadi caleg atau kepala desa, untuk 
memilih saja terkadang perempuan-perempuan disini lebih memilih 
mengurus anaknya atau paling tidak mengurus dagangannya dari 
pada pergi mencoblos.” (Wawancara, 02 Februari 2014) 
 
Dari penjelasan tersebut, mungkin merupakan sebuah saran untuk 
pemerintah agar desa-desa terpencil di Kabupaten Wajo masih 
membutuhkan pendidikan politik, latihan-latihan kepemimpinan atau 
setidaknya dengan menghidupkan organisasi-oraganisasi kecil di desa-desa 
yang melibatkan kaum perempuan. 
Selain itu ia mengaku bahwa di desa padaelo masih sangat kurang 
tersentuh dengan organisasi atau pelatihan-pelatihan untuk kaum 
perempuan. Pernyataan yang sama peneliti dapatkan melalui sebuah literatur 
yang menjelaskan pula bahwa salah satu desa di Kabupaten Wajo yang lebih 
  
 
terpencil lagi yakni desa Ujung Tanah kecamatan Bola, belum tersentuh 
organisasi atau wadah untuk meningkatkan keterampilannya. Bahkan sangat 
kurang yang berjualan. Perempuan disana lebih banyak berprofesi sebagai 
ibu rumah tangga saja.  
Menurut ibu Irawati, bahwa saat ini pemberdayaan terus menerus 
dilakukan, namun menurut beliau salah satu penghambat adalah paradigma 
perempuan yang masih keras untuk diluluhkan. 
“Budaya Patriarki masih melekat keras pada paradigma 
perempuan-perempuan di pedesaan. Semua urusan di luar rumah 
diserahkan pada laki-laki saja. Saat ini berbagai usaha sedang 
dilakukan untuk mengaktifkan perempuan-perempuan di 
pedesaan, dengan mengasah keterampilannya. Karena jika 
suaminya telah meninggal, ia akan menjadi janda yang tidak 
memiliki keterampilan, ia akan kesusahan melanjutkan hidupnya 
dan hidup anak-anaknya.” (Wawancara, 28 Januari 2014) 
 
Menyimak dari hasil wawancara tersebut, pada kenyataannya budaya 
yang masih menghambat tidaklah berasal dari nilai lokal daerah, tetapi lebih 
kepada budaya yang masih menggerogoti cara pandang dan cara berpikir 
perempuan itu sendiri utamanya yang tinggal di wilayah pedesaan. 
Kemudian penyebab lainnya sehingga perempuan sangat jarang 
berpolitik adalah, pengurus parpol selalu suka rapat malam sehingga 
masyarakat menganggap tidak cocok untuk perempuan. 
"Di daerah kita (Wajo), masih banyak masyarakat beranggapan 
kalau sangat tabu perempuan keluar malam, sedangkan di suatu 
sisi masih banyak pengurus parpol yang suka melakukan rapat 
malam. Sehingga masyarakat kita beranggapan kalau dunia politik 
adalah dunia laki-laki yang tidak baik untuk perempuan," ungkap 
Ibu Irawati. (Wawancara, 28 Januari 2014). 
  
 
Pada dasarnya tidak ada satu daerah pun di Kabupaten Wajo yang 
secara adat melarang ataupun membatasi kaum perempuan untuk berkarir 
dan memimpin.  
 
4.3.3. Kapabilitas Perempuan untuk Terlibat dalam Jabatan Politik 
Untuk mengetahui tingkat keterlibatan perempuan dalam jabatan 
politik di Kabupaten Wajo, maka peneliti bermaksud mengkaji faktor yang 
berkaitan dengan kemampuan atau kapabilitas perempuan. Seperti yang kita 
ketahui bahwa sebuah minat harus diiringi dengan bakat, bakat dalam hal ini 
tentunya berbicara tentang kapabilitas. 
Berbicara tentang kapabilitas untuk terjun dalam dunia politik dan 
untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya hal yang menjadi landasan utama 
adalah dengan ukuran tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi. 
Kedua hal ini adalah bekal wajib agar perempuan yang berada dalam jabatan 
politik adalah insan-insan yang berkualitas. 
Menurut penjelasan tiga orang informan yang masing-masing 
berprofesi sebagai kepala desa, salah satu yang hal yang menyebabkan 
rendahnya kuantitas perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo 
bisa disebabkan dari akarnya, yakni masih rendahnya tingkat pendidikan 
kaum perempuan utamanya di pelosok-pelosok desa dibandingkan laki-laki.  
  
 
Dari data membuktikan bahwa dari 16 Kepala desa perempuan di 
Kabupaten Wajo, hanya ada 4 orang yang memiliki gelar sarjana. Selain itu, 
menurut ibu Fatma dan ibu Najmiah sebagai kepala desa menjelaskan 
bahwa dirinya menjadi kepala desa pun tidak ditopang dengan tingkat 
pendidikan, bahkan mereka mengaku tidak memiliki banyak pengalaman-
pengalaman organisasi. 
“Bisa dikatakan saya jadi kepala desa hanya meneruskan periode 
setelah periode kepemimpinan suami saya. Masyarakat masih 
merindukan kepemimpinan suami saya dan akhirnya mendorong 
saya.” Ujar ibu Najmiah (Wawancara, 12 Januari 2014) 
Dari pernyataan tersebut, kita bisa melihat bahwa tingkat pendidikan 
perempuan serta pengalaman organisasi mereka masih sangat kurang untuk 
meningkatkan kapabilitas sebuah kepemimpinan atau keterlibatan dalam 
jabatan politik. 
Untuk menjadi seorang pemimpin dan pengambil keputusan misalnya 
untuk menjadi kepala desa atau anggota DPRD, tentunya tidak hanya 
kemauan atau minat saja, tapi seorang perempuan itu sebaiknya pula 
ditopang oleh tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang matang. 
Menurut ibu Irawati sebagai kepala bagian pemberdayaan perempuan 
menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan di organisasi atau lembaga-
lembaga swadaya masyarakat memang harus lebih ditingkatkan sebagai 
sarana untuk belajar mengenal organisasi. Ini merupakan salah satu cara 
untuk mengasah kapabiltias perempuan. 
  
 
Tabel 4.15 
 
Nama-nama LSM di Kab.Wajo 2013 
 
No. Nama Kategori Domisili 
1. Jaringan reformasi Rakyat LSM Desa Kelola 
2. Garis Community Ormas Sengkang 
3. HMI Cab.Wajo Ormas Sengkang 
4. KAMMI Ormas Sengkang 
5. Kelompok nelayan Ormas - 
6. Kelompok Petani Ormas - 
7. 
Komunitas Perempuan 
Kabupaten Wajo 
Ormas Desa Lepa 
8. KSM Cenranae LSM Sengkang 
9. KSM Teddaopu LSM Sengkang 
10. Laskar Lamaddukkelleng Ormas Sengkang 
11. Lembaga aspirasi rakyat Ormas Sengkang 
12. 
Lembaga Investasi Proyek 
Kemanusiaan 
LSM Sengkang 
13. 
Lembaga Kemitraan 
Pemberantasan Kejahatan 
LSM Sengkang 
14. 
Lembaga Komputer Manajemen 
Informatika 
Ormas Sengkang 
15. Lembaga Mandiri Insan Sejahtera LSM 
Kecamatan 
Pitumpanua 
16. Lembaga Patriot Bina Bangsa Ormas Sengkang 
  
 
17. Lembaga Peduli Aspirasi Rakyat LSM Sengkang 
18. 
Lembaga Pemantau 
Penyelenggara NRI 
LSM Sengkang 
19. 
Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Indonesia 
LSM Sengkang 
20. 
Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Pesisir 
LSM Sengkang 
21. 
Lembaga Pengembangan 
Masyarakat 
LSM Desa Tonrongi 
22. 
LSM P2D (Pendidikan politik dan 
demokrasi) 
LSM Sengkang 
23. Lumbung Informasi Rakyat LSM Sengkang 
24. Madani Institue Ormas Sengkang 
25. Parade Nusantara Ormas  Sengkang 
26. Pemantau Kinerja Aparatur Negara LSM Sengkang 
27. Rumpun Pemuda Wajo Ormas Sengkang 
28. 
Wajo Institute Human 
Development 
LSM Sengkang 
29. SIAR LSM Sengkang 
30. 
Yayasan Pengembangan 
Masyarakat Merdeka 
LSM Sengkang 
 Sumber: Bagian Kesbangpol Kab.Wajo 
 
  
 
Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa salah satu faktor yang 
menghambat kehadiran perempuan di jabatan politik, karena memang 
mereka kurang melibatkan diri dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan 
dan sangat sedikit LSM yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan 
serta dalam pendidikan politik. Ini salah satu hal yang menyebabkan 
perempuan susah untuk membuka relasi. 
Dari segi pendidikan, menurut ibu Rini sebagai salah seorang caleg 
menjelaskan bahwa, berbeda dengan di pelosok pedesaan, peningkatan 
pendidikan perempuan di perkotaan sudah sangat baik. Tidak sedikit orang 
tua yang telah mengirim anak-anak perempuannya untuk bersekolah di 
Makassar bahkan di pulau Jawa. Dalam birokrasi pendidikan saja dapat kita 
lihat bahwa kepala sekolah perempuan sudah lebih banyak daripada laki-laki. 
“Di pedesaan juga sudah banyak yang menyekolahkan anaknya di 
luar kabupaten tapi lebih banyak anak laki-lakinya. Sedangkan 
anak perempuannya biasanya ditahan untuk membantu keluarga 
atau dinikahkan saat sudah cukup umur atau tamat SMA. 
Biasanya mereka bertani, berdagang atau menenun. Jika 
dibandingkan dengan pekotaan, maka kita bisa lihat di kota sudah 
banyak perempuan yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih 
baik, sudah banyak yang betul-betul mengejar pendidikan hingga 
S2 bahkan S3.” (Wawancara, 26 Januari 2014) 
Menurut informan lainnya yakni ibu Hasnah, kualitas atau kapabilitas 
pendidikan di Kabupaten Wajo khususnya untuk kaum perempuan 
sebenarnya sudah mengalami peningkatan namun harus lebih diperhatikan 
lagi utamanya di pedesaan. 
  
 
“Saya pernah kunjungan ke salah satu desa yakni desa Ujung 
Tanah kecamatan Bola, warga perempuan di desa itu jangankan 
untuk mengerti politik bahkan masih banyak yang buta huruf.” Ujar 
ibu Hj.Hasnah (Wawancara, 20 Januari 2014). 
Selanjutnya menurut ibu hasnah, tingkat pendidikan perempuan di 
Kabupaten Wajo masih memerlukan perhatian lebih, apalagi untuk berbicara 
mengenai  pengalaman organisasi.  
Menurut ibu Lina, organisasi yang melibatkan perempuan di desanya 
yakni desa Padaelo masih perlu dikembangkan dan diperhatikan oleh 
pemerintah. 
“PKK di desa saya nanti baru aktif kalau 17 Agustus”. Ujar ibu Lina 
(Wawancara, 02 Februari 2014) 
Selain dari itu, menurut salah satu informan berpendapat bahwa meski 
perempuan-perempuan di wilayah perkotaan di Kabupaten Wajo sudah 
banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi namun sampai saat ini 
belum pernah ada sosok perempuan yang memiliki pengaruh yang besar di 
Wajo. Mungkin hal tersebut adalah salah satu alasan mengapa di Wajo 
belum pernah ada perempuan yang mencalokan diri sebagai Bupati atau 
Wakil bupati. 
“Selama ini saya merasa belum ada sosok perempuan yang 
memiliki pengaruh besar di Kabupaten Wajo.” Ujar ibu Johar 
(Wawancara, 01 Februari 2014). 
 
  
 
4.3.4. Minat Perempuan di Kabupaten Wajo Untuk terlibat dalam 
Jabatan Politik 
Pada indikator terakhir ini, peneliti mencoba mengkaji lebih dalam lagi 
terkait dengan minat perempuan di Kabupaten Wajo dalam arus perpolitikan 
sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan. Melalui faktor-faktor 
yang telah dikaji sebelumnya, berbagai informasi dari informan-informan telah 
menjelaskan hal-hal yang mendukung dan menghambat keterlibatan 
perempuan dalam jabatan politik seperti dari sisi pendidikan, pengalaman 
organisasi, keuangan, budaya serta kebijakan. 
Pada dasarnya setiap manusia memiliki alasan untuk menjatuhkan 
sebuah pilihan dalam hidupnya. Begitu pula untuk terlibat dalam jabatan 
politik adalah sebuah pilihan. Ibu Johar dan ibu Lina sebagai ibu rumah 
tangga di wilayah pedesaan pada dasarnya menjelaskan hal yang serupa, 
mereka menampakkan harapan yang besar supaya perempuan-perempuan 
di Kabupaten Wajo meningkatkan partisipasinya dalam politik. 
“Seandainya saya masih muda, memiliki bekal organisasi yang 
matang, serta mendapat dukungan dari lingkungan, untuk apa 
takut terlibat, kan niat kita untuk ikut terlibat sebagai wakil rakyat 
atau setidaknya jadi kepala desa, untuk memajukan pembangunan 
daerah kita juga.” Ujar ibu Johar (Wawancara, 01 Februari 2014). 
 
Seperti yang dipaparkan dalam wawancara di atas, seperti yang kita 
ketahui pada dasarnya sebuah pembangunan yang ideal memerlukan 
  
 
partisipasi dari berbagai kalangan agar memunculkan kebijakan serta 
keputusan yang demokratis. 
Menurut ibu Irawati, berbicara mengenai minat beliau melihat bahwa 
perempuan-perempuan di Kabupaten Wajo lebih banyak berminat dalam 
dunia kewirausahaan. 
“Saya melihat begitu banyaknya perempuan pengusaha yang 
bermunculan saat ini. Memang sangat dilematis, karena 
perempuan yang banyak uang lebih memilih jadi pengusaha dari 
pada mengasah dirinya untuk terlibat dalam politik. Sedangkan 
bagi perempuan yang tidak memiliki uang banyak seperti di desa-
desa lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, mengurus 
anak dan membantu suaminya.” (Wawancara, 28 Januari 2014). 
Menurut ibu Hasnah sebagai anggota DPRD juga menjelaskan bahwa 
minat perempuan di bidang wirausaha memang lebih menonjol di daerah 
Wajo. Hal yang paling mendasar bahwa keberanian perempuan untuk 
bergabung di dunia politik masih kurang 
Tabel 4.16 
Persentase Penduduk Usia Kerja (Perempuan) 
No. Lapangan Usaha 2011 2012 
1. Pertanian 40.77 39.64 
2. Perdagangan 27.84 27.80 
3. Jasa 9.64 9.24 
4. Lainnya 1.44 1.65 
 Total 100.00 100.00 
Sumber : BPS Kab.Wajo 2012 
  
 
“Kiranya jika memang ada minat untuk berpolitik, untuk ikut 
memikirkan daerah kita,tidak usah terlalu banyak ketakutan. 
Misalnya masih banyaknya perempuan yang takut berbicara 
depan umum. Kiranya itu bisa diasah dari sekarang. Seperti kata 
pepatah Ada Niat Ada Jalan.” (Wawancara, 20 Januari 2014). 
 
Menurut  ibu Hasnah, tahun ini sudah menampakkan peningkatan 
jumlah caleg, ini menggambarkan minat yang meningkat dari tahun-tahun 
sebelumnya. Hal ini juga tentunya ditopang dengan adanya kebijakan. 
Perempuan akan bersaing ketat pada pemilihan anggota DPRD tahun ini. 
Peneliti berharap dengan peningkatan jumlah caleg tersebut berdampak baik 
bagi keterlibatan perempuan dalam  jabatan politik. Meningkatnya jumlah 
perempuan sebagai perumus kebijakan dalam tataran DPRD nantinya akan 
merambah juga pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam jabatan-
jabatan politik lainnya. 
 
 
 
 
 
 
  
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
5.1.1. Keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten 
Wajo 
Secara kuantitas, keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di 
Kabupaten Wajo masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang ada 
serta hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam jabatan 
politik serta yang tidak terlibat.  
Dibandingkan dengan daerah lain  maka perempuan di Kabupaten 
Wajo dalam hal keterlibatan di dunia politik sebagai perumus kebijakan dan 
pengambil keputusan masih kurang. Seperti dari data yang terlihat, 
perempuan yang menduduki jabatan kepala desa hanya ada 16 orang dari 
118 desa di Kabupaten Wajo. Sedangkan untuk anggota DPRD hanya ada 5 
orang dari 35 anggota. Hal yang lebih miris juga mengenai pencalonan bupati 
ataupun wakil bupati belum pernah memperlihatkan sosok perempuan. 
Ditinjau dari kuantitas tersebut, sangat diharapkan peningkatan jumlah 
perempuan pada jabatan politik dengan melihat berbagai permasalahan-
permasalahan yang telah dipaparkan dalam pembahasan.  
Pada dasarnya kebutuhan perempuan dan laki-laki tentunya berbeda, 
untuk menampung dan memahami permasalahan perempuan serta 
  
 
merumuskan kebijakan tantunya lebih idealnya jika perempuan ikut aktif 
dalam perumusannya. 
Sampai saat ini masyarakat belum melihat sosok perempuan yang 
memiliki pengaruh besar di Kabupaten Wajo. 
5.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan 
dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo 
Dengan melihat kuantitas keterlibatan perempuan dalam jabatan 
politik di Kabupaten Wajo, tentunya ada beberapa faktor yang menjadi 
pendukung dan penghambat perempuan-perempuan untuk tertarik 
mengepakkan sayapnya di ranah perpolitikan. 
Berbagai kebijakan yang ada di negara kita nyatanya telah memberi 
peluang dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan 
untuk ikut andil dalam merumuskan kebijakan serta berpatisipasi dalam 
kemajuan pembangunan negara kita. 
Kebijakan tidak untuk menjadikan perempuan memperoleh jabatan 
dengan cara yang instan, tapi kebijakan diharapkan memberi motivasi bagi 
perempuan-perempuan seperti halnya perempuan di daerah Wajo untuk 
mulai membekalkan dirinya dengan pendidikan dan pangalaman-pengalaman 
organisasi yang berbasis kemasyaratkatan, mulai membuka jaringan serta 
mempersiapkan mental yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dapat 
  
 
dilihat, sejak adanya kebijakan mengenai quota perempuan di legislatif 
tingkat daerah, tentunya menampakkan peningkatan jumlah caleg 
perempuan. Namun nyatanya di Kabupaten Wajo, partai-partai masih 
kewalahan mencari sosok perempuan untuk memenuhi kuota tersebut. Tapi 
selain itu, caleg perempuan diharapkan bukan hanya sekedar memenuhi 
kuota tapi dapat benar-benar memberi konstribusi yang baik dalam 
perumusan kebijakan nantinya. 
Berbicara mengenai budaya, saat ini sudah tak nampak lagi adanya 
deskriminasi atau marginalisasi seperti zaman dahulu kala, perempuan 
memiliki kesempatan yang luas untuk berkarir dan berkarya secara 
profesional. Menurut hasil wawancara, tidak ada satu nilai atau tradisi yang 
mengikat perempuan di Kabupaten Wajo untuk tampil di publik, bahkan 
semboyang daerah yang paling dikenal “MARADEKA TO WAJOE ADENA 
NAPOPUANG”, seharusnya lebih dipahami agar menjadi orang-orang 
merdeka baik itu laki-laki maupun perempuan untuk berjuang demi 
kesejahteraan daerah tercinta. Adapun budaya yang masih menghambat 
kepercayaan diri dan keberanian perempuan yaitu adalah budaya patriarki, 
utamanya di daerah pedesaan. Budaya ini masih mengikis kepercayaan diri 
perempuan untuk bekerja di luar profesi sebagai ibu rumah tangga saja. 
Sehingga dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk lebih 
menggerakkan organisasi-organisasi kecil di pedesaan. Sedangkan dari sisi 
  
 
akseptabilitas (tingkat penerimaan masyarakat) terhadap keterlibatan 
perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo bukanlah sebuah 
penghalang, perempuan-perempuan mendapat dukungan yang penuh dari 
masyarakat termasuk perempuan yang telah terlibat dalam jabatan politik 
selama ini telah mendapat dukungan dari masyarakat serta tokoh-tokoh 
masyarakat selama dirinya menjabat. 
Tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi sangat 
mempengaruhi tingkat keterlibatan perempuan dalam politik. Bekal ini sangat 
penting dimiliki untuk selanjutnya diasah terus menerus. Perempuan-
perempuan di Kabupaten Wajo masih memiliki pengalaman organisasi yang 
amat kurang, contohnya saja beberapa kepala desa hanya berbekal 
melanjutkan sosok suami sebagai kepala desa periode sebelumnya tanpa 
pengalaman organisasi serta tingkat pendidikan yang matang. Untuk 
meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik, kemampuan atau 
kapabilitas harus diasah dari bawah misalnya dengan giat melibatkan diri 
dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, tidak berhenti menuntut ilmu 
serta melatih jiwa kepemimpinannya. Dapat dilihat pula bahwa LSM-LSM 
yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan pendidikan politik 
masih kurang. 
Selain dari faktor-faktor yang telah disebutkan, faktor keuangan juga 
merupakan faktor yang menjadi kendala utama untuk melibatkan diri dalam 
  
 
partai sehingga banyak yang kurang tertarik untuk terjun di partai. Sedangkan 
perempuan-perempuan yang memiliki keuangan yang memadai lebih banyak 
yang berminat dalam wirausaha. Perempuan-perempuan di Kabupaten Wajo 
terlihat sangat marak berwirausaha saat ini. 
5.2. Saran  
Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai keterlibatan perempuan 
dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo, maka telah dipaparkan bahwa 
kuantitas perempuan yang menempati jabatan politik seperti kepala desa 
serta anggota legislatif memang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh 
beberapa faktor seperti kepercayaan diri serta keberanian perempuan yang 
masih sangat kurang, pengalaman organisasi serta tingkat pendidikan yang 
masih kurang, faktor keuangan, serta kurangnya minat untuk melibatkan diri 
dalam partai dan lebih memilih untuk berwirausaha. 
Ada beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh kaum perempuan 
saat ini. Misalnya dengan mulai membekalkan diri sejak jauh hari sebelum 
maju dalam jabatan politik, seperti dengan melibatkan diri dalam organisasi-
organisasi atau LSM-LSM yang ada di daerah. Segala hal yang ingin dicapai 
harus diasah dari bawah, bekal organisasi dan pendidikan sangat dibutuhkan 
agar perempuan bisa memaksimalkan potensinya dalam jabatan-jabatan 
politik. Perempuan juga kiranya tidak menutup diri dan membuka diri dengan 
dunia sosial serta membuka jaringan yang lebih luas. 
  
 
Selain dari itu, dilihat dari LSM-LSM yang ada di daerah, serta 
organisasi-organisasi yang ada di pedesaan, pihak pemerintah juga kiranya 
memberi perhatian lebih utamanya lembaga-lembaga atau organisasi-
organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pemberdayaan. Seperti 
dengan lebih menghidupkan lagi PKK di berbagai desa. 
Sosialisi politik atau pendidikan politik harus menyentuh ke semua 
kalangan, seperti halnya kebijakan kuota perempuan di legislatif jangan 
hanya disosialisasikan di wilayah perkotaan tapi juga di pedesaan agar 
pemahaman mengenai kebijakan itu lebih merata. 
Perempuan-perempuan yang menduduki jabatan-jabatan politik di 
Kabupaten Wajo sangat diharapkan mampu memberi konstribusi yang baik 
serta memotivasi perempuan-perempuan dengan menjadi teladan yang baik 
ketika duduk di legislatif ataupun menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya 
bermodalkan paras dan materi semata. 
Jabatan politik adalah sebuah jabatan yang sangat urgen dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Keputusan serta berbagai kebijakan 
berada di tangan mereka. Perempuan saat ini diharapkan mampu memberi 
konstribusi atau partisipasi politik sebagaimana laki-laki. Maka selayaknya 
sebagai perempuan mulai mengasah dan membekalkan diri agar menjadi 
manusia-manusia berkualitas untuk manusia lainnya. 
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LAMPIRAN 3 
 
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
1. Bagaimana pendapat anda mengenai jumlah perempuan yang 
menduduki jabatan sebagai kepala desa di Kabupaten Wajo saat ini 
(16 Kepala desa perempuan dari 118 desa di Wajo), apakah jumlah itu 
sudah cukup atau masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan? 
2. Bagaimana pendapat anda mengenai jumlah perempuan di DPRD (5 
orang dari 35 anggota DPRD), apakah jumlah itu sudah cukup atau 
masih sangat kurang dan perlu ditingkatkan? 
3. Bagaimana pandangan anda bahwa selama ini di Kabupaten Wajo 
tidak pernah ada perempuan yang mencalonkan diri menjadi Bupati 
atau Wakil bupati jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain? 
4. Bagaimana pendapat anda tentang caleg-caleg perempuan yang 
sudah mulai bermunculan saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya? 
5. Menurut anda bagaimana anda melihat sebuah kepemimpinan 
seorang perempuan? 
6. Bagaimana yang anda lihat realitanya ketika seorang perempuan 
menjadi seorang pemimpin atau anggota DPRD, apakah mereka 
mampu menggerakkan? 
  
 
7. Menurut anda sejauh mana penting dan dibutuhkannya partisipasi 
perempuan pada penyusunan kebijakan (sebagai anggota DPRD) di 
Kabupaten Wajo? 
8. Menurut anda sejauh mana pentingnya keterlibatan perempuan dalam 
pengambilan keputusan-keputusan dalam sebuah daerah? 
9. Bagaimana pendapat anda mengenai segala kebijakan yang 
membahas tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan, 
pemerintahan serta quota perempuan dalam legislatif saat ini? 
10.  Menurut anda, sejauh mana masyarakat Wajo menerima dan 
mengapresiasi perempuan-perempuan yang menjadi kepala desa? 
11.  Menurut anda, sejauh mana masyarakat Wajo menerima dan 
mengapresiasi perempuan-perempuan yang menjadi anggota DPRD 
dan juga caleg di Kabupaten Wajo? 
12.  Menurut yang anda ketahui, apakah ada nilai-nilai tertentu terkait 
dengan budaya keperempuanan di Kabupaten Wajo? 
13.  Menurut anda apakah budaya zaman dahulu masih mempengaruhi 
kepercayaan diri perempuan untuk tampil di publik saat ini ? 
14.  Menurut anda, dilihat dari segi pendidikan, serta pengalaman 
organisasi perempuan-perempuan di Kabupaten Wajo, apakah hal itu 
menjadi salah satu kendala rendahnya jumlah perempuan yang 
bergelut dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo ? 
  
 
15.  Menurut anda, secara umum bagaimana anda melihat minat 
perempuan di Wajo untuk terlibat dalam jabatan-jabatan politik? 
16.  Apa hal yang menurut anda yang paling menghambat perempuan 
untuk tertarik dalam jabatan politik di Kabupaten Wajo? 
17.  Apa harapan dan saran-saran anda sebagai perempuan dengan 
melihat keterlibatan perempuan saat ini di Kabupaten Wajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN 4 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 10 TAHUN 2008 
TENTANG 
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH 
 
 
 
BAB VII 
PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD 
KABUPATEN/KOTA 
 
Bagian Kesatu  
Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota  
 
Pasal 50 
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
harus  memenuhi persyaratan:  
a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun 
atau lebih;  
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;  
e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah 
Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;  
f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 
Agustus 1945;  
g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih; 
h. sehat jasmani dan rohani;  
i. terdaftar sebagai pemilih;  
  
 
j. bersedia bekerja penuh waktu;  
k.mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional 
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada 
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan 
lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan 
dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali; 
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, 
notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan 
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan 
negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan 
dengan tugas, wewenang,dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, 
dan DPRD kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan; 
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, 
pengurus pada badan usaha milik negara,dan badan usaha milik daerah, 
serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;  
n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;  
o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan  
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.  
 
(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 
dengan:  
a. kartu tanda Penduduk Warga Negara Indonesia.  
b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau 
surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau 
program pendidikan menengah.  
c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara 
Republik Indonesia setempat;  
d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani; 
e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;  
f. surat pernyataan tentang kesediaan bekerja penuh waktu yang 
ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;  
g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, 
advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak 
melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan 
dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan 
konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota 
  
 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di 
atas kertas bermeterai cukup;  
h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai 
negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara 
dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang 
anggarannya bersumber dari keuangan negara;  
i. kartu tanda anggota PartaiPolitik Peserta Pemilu;  
j. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai 
politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas 
bermeterai cukup;  
k. surat penyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) daerah  
pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.  
 
Bagian Kedua  
Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota  
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota  
 
Pasal 51 
(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, 
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  
(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai 
politik.  
Pasal 52 
(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun dalam daftar 
bakal calon oleh partai politik masing-masing.  
(2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik 
Peserta Pemilu tingkat pusat.  
(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus 
Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.  
(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh 
pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.  
Pasal 53 
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling 
sedikit  
30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.  
  
 
Pasal 54 
Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling 
banyak  
120%(seratus dua puluh perseratus) jumlah kursi pada setiap daerah 
pemilihan.  
Pasal 55 
(1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud 
dalam  Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.  
(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) 
orang perempuan bakal calon.  
(3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
pas foto diri terbaru.  
Pasal 56 
Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan kepada: 
a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh 
ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;  
b.KPU provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang  
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;  
c. KPU kabupaten/kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD 
kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau 
sebutan lain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN 5 
INSTRUKSI PRESIDEN 
NO. 9 TAHUN 2000 
TENTANG 
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
Menimbang:  
Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan 
kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan gender dalam  kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu 
melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam 
seluruh proses pembangunan nasional;  
 
Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses 
pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah 
di tingkat Pusat dan Daerah;  
 
Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan 
dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta 
mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara 
terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan 
Instruksi Presiden.  
 
Mengingat:  
1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang 
Dasar 1945;  
2.Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan (L.N. RI Tahun 1984 
No. 29, T.L.N. No. 3277);  
3. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah (L.N.  RI Tahun 1999 No. 60, T.L.N. No. 3839);  
4. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (L.N 
Tahun 1999 No. 72, T.L.N. No. 3848);  
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan  Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 
(L.N.Tahun 2000 No. 206).  
  
 
 
MENGINSTRUKSIKAN 
Kepada:  
- Menteri;  
- Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen;  
- Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara;  
- Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia;  
- Jaksa Agung Republik Indonesia;  
- Gubernur;  
- Bupati/ Walikota;  
Untuk:  
PERTAMA 
Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya 
perencanaan, penyusunan,  pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas 
kebijakan dan program pembangunan  nasional yang berperspektif gender 
sesuai dengan bidangtugas dan fungsi, serta  kewenangan masing-masing.  
KEDUA 
Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan 
Gender dalam  Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam 
Instruksi Presiden ini sebagai  acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan 
gender.  
KETIGA 
Menteri Pemberdayaan Perempuan:  
-  Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di 
tingkat  
Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.  
-  Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.  
KEEMPAT 
Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut 
yang diperlukan bagi  pelaksanaan Instruksi Presiden ini.  
 
  
 
KELIMA 
Instruksi Presiden ini berlaku pada tanggal dikeluarkan. 
Dikeluarkan di Jakarta 
Pada tanggal 19 Desember 2000 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 
 
 
 
ABDURRAHMAN WAHID 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II 
 
 
